
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Kerja  
(RENJA 2022) 
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan  
Kota Bontang 

2022 



 

 

PEMERINTAH KOTA BONTANG 

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 
Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari  

B O N T A N G 

 
KEPUTUSAN  KEPALA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN  

KOTA BONTANG 
NOMOR :         TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 
PADA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG 
 
 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 

menyusun rencana kerja tahun 2022 di lingkungan Dinas 

Koperasi, UKM & Perdagangan Kota Bontang; 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana 

Kerja Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, UKM & 

Perdagangan Kota Bontang dengan menetapkannya dalam 

keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan 

Kota Bontang; 

 



 

 

c.  bahwa mereka yang jabatannya sebagaimana tercantum 

dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya 

dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud; 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3962);    

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 No.42; Tambahan Lembaran Negara 

No. 6322);  

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);  

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana  



 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10;  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312);  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2019 Nomor 2; Noreg Peraturan Daerah 

Kalimantan Timur: (2-98/2019)   

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Bontang Tahun 2005 – 2025    

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2).  

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 00 Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021; 



 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 00 Tahun 2021 

Tentang Rencana Kinerja Perangkat Daerah Daerah Tahun 

2022; 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2018 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah dan Perdagangan; 

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU 

 

: 

  

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas 

Koperasi, UKM & Perdagangan Kota Bontang Tahun 2022, 

dengan susunan  personil  sebagaimana tercantum dalam 

lampiran keputusan ini. 

 

KEDUA :  Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertugas : 

a. Menyusun bahan Rencana Kerja berdasarkan Renstra 

2021 - 2026; 

b. Memberikan masukan, saran, pertimbangan dan data-

data tambahan yang diperlukan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Tahun 2022; 



 

 

 DITETAPKAN       : BONTANG  

 PADA TANGGAL   : Juli 2021 

KEPALA DINAS, 

 

 

 

Drs. Asdar Ibrahim, M. Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196708201998031008 
 

c. Melakukan kajian dan penelaahan terhadap 

program/kegiatan dan anggaran yang diusulkan; 

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana 

Kerja Tahun lalu dan capaian  RENSTRA 

 

KETIGA :  Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tedapat 

kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki 

sebagaimana mestinya 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

KEPALA DINAS, 

 

 

 

Drs. Asdar Ibrahim, M. Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196708201998031008 

 

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Pedagangan 
Kota Bontang 

Nomor :     Tahun 2021    
Tentang : Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, 

UKM dan Perdagangan Kota Bontang 
 
 

Susunan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 
pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang 

 
 

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
 

Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
 

Sekretaris : Kasubag Perencanaan Program & Keuangan 
 

Anggota : 1. Yudhiansyah 

2. Thamrin 

3. Yudha Adinata 

4. Ungky Arsita 

5. Mukhlis Thamrin 

6. Hummilah 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

maka setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun 

dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai 

amanat tersebut maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang tahun 2021. 

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana pembangunan SKPD yang 

berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan 

upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat 

yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. . 

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim 

Asistensi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) atas masukannya guna penyempurnaan 

laporan ini. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bontang,       Juli 2021 

Kepala 

 

 

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si 

Nip. 196708201998031008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. LATAR BELAKANG    

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan memuat program, kegiatan, sub kegiatan  

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. 

Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu 

kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD, 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Daerah. 

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) 

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kota maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD 

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan 

menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) 

OPD Tahun 2022 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD 

Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022.  

Penyusunan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 

Bontang Tahun 2022 ini adalah Renja tahun pertama dari periode Renstra 

2021-2026 sekaligus evaluasi Renja akhir periode Renstra 2016-2021, sehingga 

tujuan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun ke depan adalah tujuan 
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sasaran dari walikota terpilih tahun 2021-2026 sementara evaluasi yang kinerja 

tahun sebelumnya masih berdasar pada tujuan dan sasaran periode Renstra 

sebelumnya. 

 

I.2.   LANDASAN HUKUM 

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 

Bontang disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut: 

1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);    

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

No.42; Tambahan Lembaran Negara No. 6322);  

5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6323);  

6 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;  
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7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2; Noreg Peraturan Daerah 

Kalimantan Timur: (2-98/2019)   

10 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025    

11 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 

2016 Nomor 2).  

12 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 00 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 

13 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 00 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Kinerja Perangkat Daerah Daerah Tahun 2022; 

14 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

15 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; 

16 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit 
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Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 

Perdagangan. 

  

I.3.  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

Kota Bontang adalah sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan serta memberi arah pelayanan untuk tahun 2022 terkait urusan 

pemerintahan bidang koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Bontang. 

Adapun tujuan disusunnya Renja OPD Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kota Bontang adalah : 

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan 

langsung oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang;  

2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 

Bontang Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas 

Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang 

diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;  

3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub 

kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang pada Tahun 

Anggaran 2022;  

4. Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 

2022;  

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber 

daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja. 

 

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN   

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan 
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hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga 

substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap 

hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) 

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu 

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu 

penyusunan Renja OPD sudah disahkan.  

  Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan 

Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.  

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian 

terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun 

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 

tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 

2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas 

dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

OPD, berisikan uraian mengenai  Sejauh mana tingkat 

kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan 

pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi 

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,  

2.4. Review terhadap Rancangan Awal  

2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian 

terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku 
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kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung 

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, 

perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang 

langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil 

pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan 

pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan 

BAB III   TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 

3.1.  Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan 

terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok 

dan fungsi OPD 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan 

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 

BAB IV    RENCANA KERJA 

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta 

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal OPD, baik jenis program/kegiatan, pagu 

indikatif, maupun kombinasi keduanya. 

BAB V  PENUTUP 

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya 

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah 

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU 

 

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN 

RENSTRA  

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang 

adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, 

UKM dan Perdagangan Kota Bontang. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. 

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kota Bontang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan 

dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau 

dilaksanakan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2022. 

Sesuai dengan Renstra 2016-2021, berdasar tugas dan fungsi, Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang mendukung Misi ke 3 Walikota 

Bontang yaitu Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creatif City Melalui 

Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Maritim, maka Dinas Koperasi, 

UKM dan Perdagangan Kota Bontang menetapkan 4 sasaran kinerja dengan 6 

indikator yang hasil pencapaian kinerja tahun 2020 dapat diuraikan melalui tabel 

berikut  :  
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Tabel 2.1 

Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran  

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020 

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi % 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
Konstribusi Sektor 
Industri Terhadap 
Perekonomian Daerah 

Konstribusi Sektor Industri 
Terhadap PDRB Non Migas 

% 86,05   69,80   81,12   

2 Meningkatnya 
Konstribusi Sektor 
Perdagangan 
Terhadap 
Perekonomian Daerah 

Konstribusi Sektor 
Perdagangan Terhadap 
PDRB Non Migas 

% 8,29   5,7   68,76   

Nilai Ekspor Milyar 5.781   2.098   36,29   

3 Meningkatnya 
Kapasitas dan 
Produktivitas Koperasi 

Persentase Koperasi Aktif % 87,05   94,87   108,99   

4 Meningkatnya usaha 
mikro kecil. 

Jumlah usaha mikro/ kecil 
yang produktif 

UKM 556   8.710   1566,55   

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator 

1. Konstribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Non Migas dari target 86,05% dapat 

terealisasi sebesar 69,90% dengan capaiannya sebesar 81,12%.  Sektor industry 

non migas masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian daerah, hal ini salah satunya disebabkan oleh beberapa lapangan 

usaha bidang industry mengalami penurunan laju pertumbuhan dan sector 

industry migas masih mendominasi kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bontang. 

2. Konstribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Non Migas dari target 8,29% 

hanya dapat terealisasi sebesar 5,7% dengan capaian sebesar 68,76%.  Nilai ini 

diperoleh dari nilai produk domestic regional bruto menurut lapangan usaha dari 

sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (sesuai 

data dari BPS tahun 2019). Sehingga dari data ini, kenaikan dari segi non migas 

tidak bisa terlalu tinggi mengingat sampai sekarang perekonomian Kota Bontang 

masih di dominasi industry pengolahan dan penambangan/ penggalian. 
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3. Persentase Koperasi Aktif dari target 87,05% dapat terealisasi 94,87% dengan 

capaian 108,99%. Indikator persentase koperasi aktif ini adalah persentase 

jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah seluruh koperasi 

tahun 2020. Sistem pendataan koperasi berbasis Online sesuai Permen KUKM 

No.10 tahun 2016 pendataan koperasi dan UKM melalui sistim Online Data 

System (ODS), maka koperasi tidak melakukan RAT 2 tahun berturut turut 

otomatis dinyatakan tidak aktif. Dengan demikian koperasi tersebut akan hilang 

dengan sendirinya di sistem ODS tersebut. Pada tahun 2020 berdasarkan ODS 

jumlah seluruh koperasi adalah 74 sedangkan yang aktif 78 koperasi. 

4. Sedangkan dari 5 indikator yang capaiannya rendah terdapat pada indicator nilai 

ekspor yaitu target 5.781 milyar dolar terealisasi sebesar 2.098 milyar dollar 

dengan capaian 36,29%. Penurunan nilai ekspor dapat dilihat dari jumlah 

permintaan penerbitan SKA dari perusahaan menurun karena beberapa faktor 

antara lain: Permintaan SKA terbesar yaitu PT. Badak pada tahun 2020 ini turun 

karena tahun kontrak pembelian gas cair dari Jepang dan Korea banyak yang 

sudah berakhir, disamping itu sekarang ini yang mengatur penjualan gas harus 

melalui pertamina sehingga Pemerintah Kota tidak bisa melakukan intervensi.  

Sementara itu harapan Pemerintah terhadap Pelaku Usaha Kecil yang ada di Kota 

Bontang belum ada yang melakukan ekspor. 

Namun Penurunan nilai ekspor ini tidak mengindikasikan penurunan kinerja Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang karena Seksi Perdagangan Luar 

Negeri ini hanya memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal yang 

didalamnya nilai ekspor bisa di hitung. 

5. Jumlah usaha mikro kecil yang produktif tahun 2020 mencapai 8.710 UKM jauh 

melebihi target 556 UKM. Hal ini bisa dilihat dari data ODS per desember 2020. 

Penambahan jumlah UKM yang drastis ini dipicu oleh program BLT dari 

Kementerian KUKM untuk UKM yang terdampak covid sehingga menyebabkan 

semua UKM yang ada di Kota Bontang mendaftarkan ijin usaha mikro dan ijin 

usaha kecil pada instansi yang ditentukan. Tindakan positif dari pelaku usaha 

mikro untuk mendaftarkan usahanya sekaligus memberikan dampak baik bagi 

kinerja dinas sendiri dalam pendataan usaha mikro dan kecil. Sehingga tantangan 

ke depan adalah validasi data di lapangan baik melalui monitoring atau pun usaha 
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yang lainnya. Karena harapan dari dinas sendiri bagaimana usaha mikro ini dapat 

meningkatkan usahanya dari usaha mikro ke usaha kecil ataupun menengah. 

Data ODS inilah yang menjadi dasar untuk menghitung jumlah usaha mikro/ kecil 

yang produktif yang ada di Kota Bontang. 

Dalam mencapai 4 sasaran dengan indikator diatas Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan tahun 2020 melaksanakan 9 program dan 24 kegiatan (budgeting) 

dan 2 program dan 20 kegiatan (non budgeting) yaitu 

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Dalam program ini terdapat 2 kegiatan budgeting, namun pada saat gejolak 

covid yang berlangsung dari Maret sampai akhir tahun terjadi rasionalisasi 

anggaran karena kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan 

karena melanggar protokaol kesehatan (melibatkan banyak orang). 

Disamping itu tujuan utama dari rasionalisasi anggaran adalah penanganan 

covid di Kota Bontang. 2 kegiatan non budgeting yang masih bisa 

dilaksanakan adalah Monitoring IKM dan Fasilitasi Desain dan Kemasan Bagi 

IKM. Kegiatan ini tetap berjalan meskipun tidak maksimal karena dibatasi 

zona darurat covid. Untuk fasilitasi desain dan kemasan sendiri sebagian 

dilayani via sosmed, itu pun jika ada IKM yang memerlukan layanan ini. 

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  

Program ini hanya terdiri dari 1 kegiatan namun karena tidak memungkinkan 

untuk dilaksanakan karena situasi covid maka dilakukan rasionalisasi 

anggaran di anggaran perubahan.  

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan 3 kegiatan budgeting dan 1 

kegiatan nonbudgeting. 

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional 

dengan indikator jumlah tenaga lapangan UPT Pasar yang mengikuti 

pelatihan dengan melaksanakan pelatihan pengomposan bagi petugas 

kebersihan pasar sebanyak 40 orang dan sudah terealisasi 100%. Sub 

kegiatan lain sebagai penunjang adalah pangadaan pakaian kerja 
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lapangan untuk security, cleaning service, dan petugas kebersihan serta 

peresmian pasar taman Rawa Indah dengan capaian 100%. Anggaran 

sebesar Rp. 891.437.725 terealisasi sebesar Rp. 889.119.725 atau 

99,74%. 

b. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah yang sekiranya melaksanakan 

operasi pasar murah untuk beberapa barang kebutuhan pokok di 15 

kelurahan yang ada di Kota Bontang tidak jadi dilaksanakan terkendala 

covid. Maka yang terlaksana untuk kegiatan ini adalah kegiatan 

penunjangnya yaitu pengadaan videotron untuk pasar, pos timbangan 

ukur ulang, dan timbangan ukur ulang dengan realisasi fisik 100% 

dengan anggaran sebesar Rp. 438.420.000 dengan realisasi Rp. 

421.254.400 atau 96,08%. 

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar dengan indikator jumlah 

sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dari pagu Rp. 

12.094.700.000 terealisasi Rp. 11.438.301.805 sehingga capaian 

sebesar 94,57%. Anggaran tersebut dipakai untuk pembayaran sub 

kegiatan : 

i. Pemeliharaan Taman Pasar Tamrin,  

ii. Pengadaan Meja Kuliner Pasar Tamrin,  

iii. Penambahan taman di sekeliling pagar pasar Rawa Indah, 

iv. Pembangunan sarana dan prasarana (lanjutan) pasar Loktuan,  

v. Rehabilitasi pasar taman telihan (kios dan toilet). 

d. Kegiatan non budgeting adalah Monitoring perkembangan harga bahan 

pokok dengan melakukan survey ke pasar tradisional serta supermarket/ 

toko grosir terkait kenaikan dan penurunan harga untuk beberapa 

komoditi bahan pokok serta melakukan survey ke toko grosir terkait 

kenaikan dan penurunan harga barang strategis 
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4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  

Kegiatan Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang dengan indikator 

Jumlah Alat UTTP Yang di Terra / Terra Ulang . Dari target 750 alat UTTP 

yang akan diterra/ terra ulang realisasi hanya 65,60% atau sekitar 492 alat 

UTTP, hal ini karena kegiatan tera/ tera ulang dibeberapa tempat di Kota 

Bontang tidak jadi dilaksanakan karena zona siaga covid, sedangkan sub 

kegiatan penunjang lain seperti belanja bahan/ perlengkapan SAR/ 

keselamatan, pengadaan alat alat ukur/ timbangan dan pengambilan surat 

keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang dapat dilaksanakan 

karena dianggap kegiatan ini tidak melanggar protokol covid.  Dengan 

anggaran Rp. 532.681.663 realisasi sebesar Rp. 518.259.663 atau 97,29%.  

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Perdagangan 

Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar dengan indikator Jumlah Jenis 

Alat Penunjang Kebersihan Pasar sebanyak 15 jenis realisasi 15 jenis alat 

atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 

224.795.000 dengan realisasi Rp. 224.795.000 atau 100%. 

6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 

Program ini hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Untuk PKL 

dengan 3 sub kegiatan didalamnya antara lain : 

a. Pengadaan bantuan untuk PKL berupa pengadaan rombong, tenda, 

meja dan kursi jualan serta troli  

b. Pengadaan jasa konsultasi perencanaan workshop UKM dan pujasera 

Bontang Selatan 

c. Pengadaan jasa konsultansi penyusunan naskah akademis review 

perwali tentang penataan dan penyelenggaraan izin usaha toko modern. 

Dari 3 sub kegiatan diatas anggaran sebesar Rp. 1.178.840.000 telah 

terealisasi sebesar Rp. 970.119.000 atau sebesar 82,29%.  
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7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

a. Pengembangan SDM Bidang Perdagangan dengan indikator jumlah 

aparatur yang difasilitasi dalam pengembangan SDM bidang 

perdagangan tidak jadi dilaksanakan terkendala covid (melibatkan 

banyak orang), sehingga anggaran dilakukan rasionalisasi di DPA 

perubahan.   

b. Pameran Dagang Komoditi Ekspor dengan indokator Jumlah Pelaku 

Usaha Yang Mengikuti Promosi Produk Dagang Komoditi Ekspor. Dari 

target 12 pelaku usaha yang diikutkan dalam pameran produk khas 

Bontang terealisasi 6 pelaku usaha. Namun saat jadwal anggaran 

perubahan maka target yang akan dicapai direvisi menjadi 6 pelaku 

usaha saja (kegiatan tidak dapat dilanjutkan terkait pandemi covid) 

sehingga capaian fisiknya 100%. Sedangkan anggaran dari Rp. 

742.141.500 terealisasi sebesar Rp. 742.141.500 atau 100%. Dana 

tersebut digunakan untuk pelaksanaan pameran pameran ITT Bali tahun 

2020 (sebelum locdown akibat covid). 

c. Monitoring SKA (non budgeting) terlaksana 100% . Kegiatan ini berupa 

memproses permohonan SKA ekspor dan melakukan verifikasi data 

pemohon SKA dari perusahaan/ instansi lain pengguna SKA selama 

tahun 2020 dengan output 1 dokumen permohonan form ekspor. 

8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

Dalam program ini ada 5 kegiatan budgeting yang aggarannya nol di 

perubahan akibat rasionalisasi anggaran karena tidak memungkinkan 

dilaksanakan terkendala pandemi covid sehingga 2 kegiatan budgeting yang 

bisa terlaksana adalah : 

a. Peningkatan Kapasitas Bagi SDM KUMKM (DAK Non Fisik Bidang 

Koperasi) dengan sub kegiatan yaitu pelatihan dan pendampingan bagi 

koperasi dan UMK kepada 60 koperasi dan 60 UMK. Adapun 

kegiatan/pelatihan yang dilaksanakan dalam kegiatan Peningkatan 

Kapasitas Bagi SDM KUMKM  adalah  
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i. Melaksanakan pelatihan manajemen mutu untuk UKM 

ii. Melaksanakan pelatihan akuntansi untuk 30 koperasi 

iii. Sosialisasi penguatan dan permodalan koperasi dan UMKM di Kota 

 Bontang 

 iv. Melaksanakan pendampingan UMK, koperasi dan petugas lapangan 

 melalui pengadaan tenaga pendamping untuk UKM dan Koperasi. 

Capaian fisik dari kegiatan ini sebesar 100% sedangkan anggaran 

sebesar Rp. 417.358.000 terealisasi sebesar Rp. 393.911.300 atau 

sebesar 94,38%. 

b. Kegiatan Studi Komparatif. Pelaksanaan kegiatan ini adalah studi 

pembelajaran di luar kota untuk pengurus Dekopinda Kota Bontang yang 

sekiranya dapat terlaksana selama tahun 2020, karena pandemi covid 

yang tidak kunjung reda maka studi pembelajaran ini di bisa 

direalisasikan, mengingat mobilitas yang diperlukan cukup tinggi karena 

rencananya dilakukan di luar kota, sementara persiapan sudah selesai 

dilaksanakan sehingga ada realisasi anggaran sebesar Rp. 10.800.000 

untuk pengadaan pakaian batik untuk acara tersebut.  

c. Kegiatan non budgeting seperti Pelayanan Kelembagaan dan Ijin Usaha 

Koperasi, Pengelolaan data koperasi dan usaha kecil yang valid, Penilaian 

kualitas koperasi, dan Pengawasan koperasi dan usaha mikro dapat 

terealisasi 100%, karena adanya jeda beberapa bulan zona hijau covid 

sehingga saat itulah kegiatan nonbugdet ini dapat dilaksanakan. 

9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 

Kecil dan Menengah 

Ada 2 kegiatan budgeting yang ada dalam program ini mengalami 

rasionalisasi pada saat anggaran perubahan. Sehingga yang terlaksana 

adalah kegiatan non budget yaitu  

i. Fasilitasi Koperasi/ Usaha Mikro Yang Mendapat Program Pembiayaan 

dengan membantu UKM dalam pengiriman berkas koperasi dan  WUP 

untuk mendapatkan hibah dari Kementerian serta pembiayaan KUR. 
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ii. Fasilitasi Perluasan Jaringan Usaha dengan membantu atau memonitor 

koperasi/ pelaku usaha mikro yang melakukan akan kontak dagang dan 

kemitraan dengan perusahaan atau instansi lain. 

iii. Pengembangan Produk Usaha Mikro dengan memberikan layanan kepada 

UMK dalam rangka peningkatan mutu produk yang masuk di UKM Center 

serta menganalisa peluang pengembangan jaringan usaha produk pelaku 

usaha di Kota Bontang 

iv. Penyelesaian Pengembalian Pinjaman DB Pemkot Kota Bontang dengan 

melaksanakan penagihan pinjaman dana bergulir dan memberikan 

laporan keuangan pengembalian dana bergulir secara berkala 

10. Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

Program ini tidak jadi dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran 

akibat pandemi covid. 

11. Dari 9 program yang ada terdapat 3 program penunjang untuk pelaksanaan 

program lainnya yaitu  

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 11 kegiatan bagian 

rutin/ umum & kepegawaian dengan capaian fisik 100%. Anggaran 

untuk program ini sebesar Rp. Rp 7,558,304,556 dan realisasi Rp. Rp 

7,398,570,972 atau 97,88%. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 kegiatan 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan 

capaian fisik 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 

386,970,800 realisasi Rp. 383,744,800 atau 99,16% 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan terdiri 2 kegiatan yaitu penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dengan 

realisasi fisik sebesar 100% anggaran sebesar Rp. 1.000.000 realisasi 

100%. 
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Untuk realisasi anggaran, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang 

Tahun 2020 mendapatkan alokasi dana APBD belanja langsung sebesar Rp. 

24.477.449.244 dan realisasi sebesar Rp. 23.392.618.165 atau 95,57%. 

Capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

2 3 4 5 6 7 8

URUSAN WAJIB

1

1.17 01

1.17 01 01 06 06

1.17 01 01

1.17 01 01

Tabel 2.2

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

154 orang 154 orang 154 orang 154 orang 1001.17 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga 

Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga 

Administrasi 

Perkantoran

12 bulan 100

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya 

Konsultasi dan 

Konsultasi Dinas 

Yang Dilakukakn 

Aparatur

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100

17 Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Terpenuhinya 

makanan dan 

minuman rapat, 

tamu dan kegiatan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah jenis bahan 

logistik kantor

20 Bahan 17 Bahan 17 Bahan 17 Bahan 100

11 Jenis 11 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100

1.17 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

16 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100

1.17 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah jenis 

peralatan rumah 

tangga

4 jenis 4 jenis 100

1.17 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

16 Jenis

45 jenis 100

1.17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah jenis barang 

cetakan dan 

penggandaan

6 jenis 3 jenis

35,71

1.17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis 

kantor

35 jenis 24 jenis 45 jenis

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang memiliki izin

42 kend 42 kend 42 kend 15 kend

Terpenuhinya jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100

1.550 lbr 500 lbr 550 lbr 550 lbr 100

1.17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

1.17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 

yang tersedia

Tingkat 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 94,15

1

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah dan Perdagangan

1.17 01 01 PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun Lalu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

Kode

Urusan/Bidang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program / 

Kegiatan

Target 

capaian 

kinerja akhir 

Renstra 

SKPD (Tahun 

2021)

Realisasi 

target kinerja 

hasil program 

dan keluaran 

kegiatan s/d 

tahun 2019

Target dan realisasi kinerja program 

dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

2020

Target Realisasi

Tingkat 

Realisasi 

(%)
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2 3 4 5 6 7 8

1.17 01 02

1.17 01 06

1.17 01 18

1.17 01 18

2.06 01 17

2.06 01 18

1

Target 

capaian 

kinerja akhir 

Renstra 

SKPD (Tahun 

2021)

Realisasi 

target kinerja 

hasil program 

dan keluaran 

kegiatan s/d 

tahun 2019

Target dan realisasi kinerja program 

dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

2020

Target Realisasi

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Kode

Urusan/Bidang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program / 

Kegiatan

40 orang 100

3 pasar 3 pasar 3 pasar 100

09 Peningkatan Kapasitas Petugas 

Lapangan Pasar Tradisional

Terlatihnya Tenaga 

Lapangan UPTD 

Pasar

60 orang 118 orang 40 orang

6 pelaku 6 pelaku 100

2.06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN 

EFISIENSI PERDAGANGAN 

DALAM NEGERI

Meningkatnya 

Sarana Dan 

Prasarana Sektor 

Pasar Yang 

Memadai

3 pasar

100% 100% 100% 100% 100

19 Pameran Dagang Komoditi 

Ekspor

Jumlah pelaku 

usaha yang 

mengikuti promosi 

produk dagang 

komoditi ekspor

10 pelaku 6 pelaku

2.06 01 17 PROGRAM PENINGKATAN 

DAN PENGEMBANGAN 

EKSPOR

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Promosi Pameran 

Dagang Komoditi 

Ekspor Yang 

Semakin Luas

Jumlah Alat UTTP 

Yang Ditera/Tera 

Ulang

750 alat UTTP 750 alat UTTP 750 alat UTTP 492 alat UTTP 65,60

100% 100% 100% 65,60% 65.60

2.06 01 15 19 Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur 

Ulang, dan Tera Ulang

2.06 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN 

KONSUMEN DAN 

PENGAMANAN 

PERDAGANGAN

Cakupan 

pengawasan UTTP

60 koperasi 

dan 60 UMK

100

32 Kegiatan study komperatif Jumlah pengurus 

DEKOPINDA yang 

mengikuti studi 

lapangan

40 pengurus 

DEKOPINDA 

0 20 pengurus 

DEKOPINDA 

20 pengurus 

DEKOPINDA 

100

98,55 87,92 94,87 112,09

31 Peningkatan Kapasitas Bagi 

SDM KUMKM (DAK Non Fisik 

Bidang Koperasi)

Pelatihan dan 

pendampingan bagi 

koperasi dan UMK

60 koperasi 

dan 60 UMK

60 koperasi 

dan 60 UMK

60 koperasi 

dan 60 UMK

10 buku 10 buku 100

1.17 01 18 PROGRAM PENINGKATAN 

KUALITAS KELEMBAGAAN 

KOPERASI

Meningkatnya 

Jumlah Koperasi 

Yang Aktif

88,79

10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 100

11 Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas

Laporan akuntabilitas 10 buku 10 buku

100% 100% 100% 100

1.17 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun

Laporan keuangan 

akhir tahun

12 bulan 12 bulan 100

1.17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN 

KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat 

pemenuhan 

penyampaian 

laporan kinerja 

dan keuangan 

OPD (sesuai 

aturan dan tepat 

waktu)

100%

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

12 bulan 12 bulan

1.17 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Perawatan dan 

Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

Tingkat 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 1001.17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
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II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD  

Perkembangan sektor industri dan perdagangan memberikan dampak 

langsung pada perkembangan ekonomi Kota Bontang mengingat Kota Bontang 

menjadi tempat bernaungnya dua industri besar yang ada di Indonesia yaitu 

PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim sehingga secara umum diharapkan Kota 

Bontang mampu memberi peran sebagai penggerak utama (prime mover) 

perekonomian daerah hingga nasional.  

Lapangan usaha Industri Pengolahan masih menjadi lapangan usaha 

utama di dalam aktivitas perekonomian Kota Bontang dengan konstribusi pada 

PDRB Kota Bontang sebesar 79,60 persen (Bontang dalam Angka Tahun 2021) 

Kontribusi sektor perdagangan dan industri serta UKM dan Koperasi dapat 

dilihat sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8

2.06 01 19 Pembinaan PKL Jenis Sarana Untuk 

PKL

214 unit 44 unit 214 unit 214 unit 100

2.06 01 20

Target dan realisasi kinerja program 

dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

2020

Target Realisasi

Tingkat 

Realisasi 

(%)

1

Kode

Urusan/Bidang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program / 

Kegiatan

Target 

capaian 

kinerja akhir 

Renstra 

SKPD (Tahun 

2021)

Realisasi 

target kinerja 

hasil program 

dan keluaran 

kegiatan s/d 

tahun 2019

15 jenis 15 jenis 100

3 pasar 100

2.06 01 20 06 Pengadaan Alat Penunjang

Kebersihan Pasar

Jumlah alat 

penunjang 

kebersihan pasar

16 jenis 16 jenis

PROGRAM PENINGKATAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SARANA DAN PRASARANA 

PERDAGANGAN

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perdagangan 

yang 

representatif

3 pasar 3 pasar 3 pasar

100% 100% 100% 100% 100

16

3 pasar 3 pasar 3 pasar 100

2.06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN 

PEDAGANG KAKI LIMA DAN 

ASONGAN

Meningkatnya 

Pelayanan dan 

Kualitas Usaha 

Bagi PKL

15 kelurahan 15 kelurahan 100

2.06 01 18 34 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Pasar

Jumlah sarana dan 

prasarana pasar 

yang ditingkatkan

3 pasar

2.06 01 18 18 Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah Jumlah Kelurahan 

Yang Dilakukan 

Pasar Murah

15 kelurahan 15 kelurahan



Renja 2022 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

19 
 

 

Tabel 2.3 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha di Kota Bontang (miliar rupiah), 2016–2020 

 

No. Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 

477,90  548,90  621,32  682,46  716,29 

2 Pertambangan dan 
Penggalian 

339,87  483,34  438,47  348,45  268,01 

3 Industri Pengolahan 46 634,47  49 423,90  48 354,99  47 094,46  45 020,30  

4 Pengadaan Listrik dan 
Gas 

13,83  16,32  17,65  19,10  21,50 

5 Pengadaan Air; 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Daur Ulang 

10,09  11,93  13,54  14,25  15,00  

6 Konstruksi 2 590,49 2 2 886,70  3 304,49  3 700,50  3 724,3 

7 Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 
dan 
Sepeda Motor 

1 405,66  1 486,84  1 631,29  1 775,77  1 870,26 

8 Transportasi dan 
Pergudangan 

653,09  700,99  778,49  812,70  843,43 

9 Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

228,16  257,65  296,14  330,32  326,88 

10 Informasi dan 
Komunikasi 

391,72  401,22  426,65  450,96  477,33 

11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

397,59  403,46  428,76  443,83  461,19 

12 Real Estate 220,88  234,35  246,46  263,49  280,04 

13 Jasa Perusahaan 213,71  231,20  247,48  268,05  276,11 

14 Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan, dan 
Jaminan 
Sosial Wajib 

715,27  743,14  790,80  845,22  840,22 

15 Jasa Pendidikan 467,71  519,78  586,41  623,53  673,24 

16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

322,28  355,35  398,51  432,49  510,31 

17 Jasa Lainnya 156,60  180,60  204,45  230,10  231,02 

Produk Domestik Regional 
Bruto 

55 239,31  58 885,68  58 785,89  58 335,68  56 555,44 

Sumber : Kota Bontang Dalam Angka 2021 hal 475     
 

Sektor Indagkop memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian 

Kota Bontang (84,40%) terhadap total PDRB Kota Bontang. Kondisi ini akan 

sangat mengkhawatirkan jika tidak tidak dilakukan upaya strategis untuk 

merubah struktur PDRB Kota Bontang dari sektor primer berbasis unrenewable 

resources ke sektor lain yang berbasis renewable resources. Beberapa sektor 

yang mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan yaitu sektor industri 
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pengolahan, sektor pertanian, perkebunan sawit, sektor perdagangan, sektor 

budidaya hasil laut. 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai bidang-bidang dan UPT 

yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dalam mengembangkan 

perindustrian dan perdagangan Kota Bontang demi meningkatkan 

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Bidang-

bidang tersebut antara lain: 

▪ Bidang Koperasi dan UKM  

Koperasi dan UKM merupakan suatu lembaga dan usaha yang dilakukan 

oleh masyarakat difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

Kota Bontang. Koperasi dan UKM diharapkan mampu membantu 

pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha 

mikro dan kecil Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah 

menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum optimal mengubah 

struktur perekonomian daerah. Hal ini bisa dilihat dari persentase koperasi 

aktif yang mencapai 92,30% di tahun 2020. 

Pada tahun 2018 sampai dengan saat ini sumber data koperasi 

menggunakan Online Data System (ODS). Berikut data perkembangan 

koperasi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 

 

Tabel 2.4 

Perkembangan Koperasi di Kota Bontang , Tahun 2017–2020 

NO URAIAN  TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 

1 Jumlah Koperasi Aktif 64 66 68 74 72 

2 Jumlah Koperasi                 129  132 110 78 78 

3 Jumlah Koperasi RAT  37 49 46 43 28 

4 Presentasi Koperasi Aktif 49.61% 50% 61.81% 94.87% 92.30% 

5 Presentasi Koperasi RAT  57.81% 74.24% 67.64% 58.10% 38.88% 

6 Jumlah Anggota (Orang)          29,421  11,117 10,609 12,224 8,181 

7 Jumlah Karyawan (Orang) 485 435 283 394 255 

8 Modal Sendiri (Rp.000)     79,740,610  124,833,934 112,322,720 287,596,511 104,651,280 

9 Modal Luar (Rp.000)    245,290,208  364,249,941 359,061,424 877,853,835 215,666,157 

10 Asset ( Rp.000 )    340,155,162  490,414,633 469,630,887 1,165,450,347 320,288,907 

11 Omset ( Rp.000 )    238,679,124  282,967,274 458,142,101 256,278,461 216,577,743 

12 SHU ( Rp.000 )     15,419,419  12,906,206 37,496,613 26,027,651 12,022,723 

Sumber Data Raga Koperasi Bidang Koperasi & UKM 
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Perkembangan usaha koperasi yang ditunjukkan dari aspek-aspek 

modal, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) juga menunjukkan 

kinerja yang stagnasi atau cenderung turun, hal ini disebabkan 

banyaknya koperasi yang pailit yang dipengaruhi banyak faktor terutama 

korupsi oleh orang pribadi dalam koperasi itu sendiri. Jumlah modal 

koperasi mengalami perubahan fluktuasi bahkan mengalami penurunan 

partisipasi anggota modal untuk memupuk modal, dan menjadi indikasi 

peningkatan kemandirian koperasi. Penurunan SHU menjadi fokus yang 

mesti perhatikan dalam perbaikan nilai kemanfaatan ekonomi koperasi, 

selain kemanfaatan dari layanan dan produk yang disediakan koperasi 

bagi anggotanya. 

Wujud lain dari sangat tingginya komitmen atas pengembangan ekonomi 

kerakyatan di sektor Koperasi dan UKM adalah berhasilnya Kota Bontang 

meraih Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi oleh 

Pemerintah RI tahun 2019 serta terpilihnya salah satu koperasi di Kota 

Bontang yaitu Koperasi KPN Praja Sejahtera Kota Bontang meraih Satya 

Lencana Wira Karya oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI di tahun 

yang sama.  

Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentuk 

produk domestik bruto (PDB), serta sumber ekspor nonmigas. Persentase 

Usaha Mikro dan Kecil tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 

2016 hingga 2019. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro keseluruhan 

mencapai 8.710 unit dan naik sebesar 311,18 % sesuai dengan data dari 

ODS. 
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Tabel 2.5 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Tahun 2016-2020 

Sumber Ranwal RPJMD 2021-2026 

 

▪ Bidang Perdagangan 

Perdagangan merupakan kegiatan perekonomian masyarakat yang 

mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang  mempunyai peran yang 

penting dalam perkembangan perdagangan Kota Bontang. Perdagangan 

mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pasar sebagai tempat 

terjadinya transaksi pada mayoritas masyarakat Kota Bontang. Kondisi 

pasar dapat dijadikan sebagai indikator kondisi perekonomian daerah. 

Tingkat perputaran uang, daya beli masyarakat, kondisi harga, 

ketersediaan stok adalah beberapa parameter kondisi perekonomian 

daerah yang mampu dilihat dengan memperhatikan kondisi pasar sebagai 

pusat transaksi jual beli konvensional di masyarakat. Karena 

perkembangan pasar non konvensional (pasar online) dewasa ini juga 

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. 

Terlebih setelah adanya pandemi covid 19, tren pasar online sangat naik 

daun karena adanya pembatasan sosial sebagai salah satu protokol 

kesehatan yang di imbau oleh pemerintah. Keadaan pembatasan sosial 

dengan berbagai skala mengakibatkan sebagian besar memanfaatkan 

pasar online di berbagai media sosial. 

 

 

 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Persentase Koperasi Aktif 83,76 83.54 62,39 63.37 94.87 

Persentase Usaha Mikro dan 
Kecil  

99.74 99.74 96.48 99.62 99.62 
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Tabel 2.6 

Informasi Pasar/ Pusat Perdagangan di Kota Bontang 

 

No 
Nama Pusat 

Perdagangan 
Pengelola Alamat Keluarahan Uraian 

 

1 Pasar Rawa Indah UPT Pasar Jl. Ir. H. Juanda Tj. Laut Indah Telah dimanfaatkan   

2 Pasar Citra Mas UPT Pasar Jl. S. Parman Lhoktuan Telah dimanfaatkan   

3 Pasar Telihan UPT Pasar Jl. Brigjen Katamso Gunung Telihan Telah dimanfaatkan   

4 Pasar Loktuan UPT Pasar   Loktuan Proses Serah Terima  

5 
Pasar Tanjung 
Limau 

Swasta   Tanjung Limau Telah dimanfaatkan   

6 Pasar Gajah Pupuk Kaltim Jl. Gajah BTN PKT Belimbing Telah dimanfaatkan   

7 Pasar Tahap 1 Pupuk Kaltim Jl. M. Effendi BTN PKT Belimbing Telah dimanfaatkan   

8 Pasar Sekambing Swasta Jl. Soekarno - Hatta  Bontang Lestari Telah dimanfaatkan   

Sumber : Data LPPD DKUKMP Tahun 2021/ Bidang Perdagangan   
 

 

Dalam sistem Perdagangan selain ketersediaan infrastruktur sarana 

pemasaran dalam bentuk Pasar Tradisional (Pasar yang dibangun dengan 

dana Pemerintah dan didalamnya terjadi proses tawar menawar) dan 

Toko Modern (Proses jual beli tidak ada tawar menawar, harga sudah 

tercantum, sistem lebih modern dan pembeli melayani sendiri) juga perlu 

diperhatikan adalah bagaimana terwujud stabilisasi Harga dan stok 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kota Bontang. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut     

yaitu : 

1. Pemantauan Harga dan Stok di Kota Bontang 

Upaya untuk mewujudkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok 

dan barang penting menjadi salah satu indikator kinerja Dinas untuk 

mengendalikan harga dan menyediakan stok barang kebutuhan 

pokok dan barang penting secara terjangkau dan cukup bagi 

masyarakat Kota Bontang. Upaya tersebut salah satunya dilakukan 

dengan melakukan pemantauan harga dan stok di beberapa pasar 

pantau dan agen/distributor yang tersebar di Kota Bontang. 

Pemantauan dilakukan dengan melaksanakan monitoring secara 

langsung ke lapangan dan menginput hasil monitoring tersebut ke 



Renja 2022 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

24 
 

beberapa aplikasi milik Provinsi Kaltim, Bank Indonesia dan 

Pemerintah Kota Bontang (Diskominfo) yaitu SIP Kaltim (Sistem 

Informasi Perkembangan Harga Bahan Pokok Kalimantan Timur), 

Sistem PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) dan SIMBAK 

(Sistem Informasi Bahan Pokok) sehingga informasi harga bahan 

pokok dapat tersampaikan ke sektor-sektor yang membutuhkan. 

Pengendalian disparitas harga antar wilayah dan juga disparitas 

harga barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga nasional 

menjadi tolok ukur stabilitas harga dan kelancaran jalur distribusi. 

2. Koordinasi dengan instansi terkait dan distributor barang 

kebutuhan pokok 

Koordinasi dalam pemantauan harga dan stok dalam rangka 

mewujudkan stabilisasi harga dan kecukupan stok barang kebutuhan 

pokok sangat diperlukan mengingat kegiatan perdagangan 

merupakan kegiatan akhir dalam rantai distribusi barang. Sedangkan 

kondisi hulu dari system perdagangan sangat ditentukan oleh 

keberhasilan program-program yang dilakukan oleh sector-sektor 

terkait. Rantai pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting 

di Kaltim juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk 

menjaga kelancaran jalur distribusinya. 

3.    Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah 

Pada momen momen menjelang Hari Besar Keagamaan dan 

beberapa kondisi tertentu sering terjadi kenaikan harga barang 

kebutuhan pokok dan barang penting yang cukup menimbulkan 

keresahan di masyarakat. Tentu saja Dinas melakukan upaya-upaya 

dalam rangka mengatasi hal ini. Salah satunya dalam bentuk Pasar 

Murah dan Operasi Pasar. Kegiatan ini juga perlu dukungan dan 

komitemen dari Perangkat Daerah terkait dan juga pelaku usaha 

(distributor). 

Pelaksanaan pasar murah dilakukan di semua kelurahan yang ada di 

Kota Bontang yaitu Belimbing, Kanaan, Telihan, Berbas Pantai, 

Berbas Tengah, Bontang Lestari, Satimpo, Tanjung Laut, Tanjung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belimbing,_Bontang_Barat,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanaan,_Bontang_Barat,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Telihan,_Bontang_Barat,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Berbas_Pantai,_Bontang_Selatan,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Berbas_Tengah,_Bontang_Selatan,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontang_Lestari,_Bontang_Selatan,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Laut,_Bontang_Selatan,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Laut_Indah,_Bontang_Selatan,_Bontang
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Laut Indah, Api-Api, Bontang Baru, Bontang Kuala, Guntung, Gunung 

Elai, Lok Tuan 

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perijinan Berusaha secara Elektronik maka 

perijinan berusaha dilakukan melalui system elektronik dan dilakukan 

oleh Lembaga OSS dan selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB 

(Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran.  

 Sistem Perijinan ini masih sangat baru sehingga perlu disosialisasikan 

secara lebih intensif karena dengan pemberlakuan prosedur perijinan 

secara online ini maka perijianan SIUP TDP TDPUD API juga akan 

terintegrasi dengan sistem ini 

4. Promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri 

menjadi tanggung jawab bidang perdagangan, dengan pemasaran 

produk khususnya produk unggulan Kota Bontang dengan baik, akan 

menciptakan sistem jaringan informasi perdagangan yang 

berkembang luas hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. 

Untuk mendukung hal tersebut dilaksanakannya kegiatan pameran 

dagang di tingkat lokal, provinsi dan nasional dengan membawa 

produk-produk unggulan Kota Bontang yang dihasilkan oleh IKM-IKM 

produktif untuk dipamerkan dan dipasarkan sehingga produk-produk 

unggulan Kota Bontang dapat dikenal oleh masyarakat luas, kegiatan 

ini merupakan wadah yang sangat efektif untuk membangun sistem 

perdagangan dengan tujuan memperkuat/meningkatkan 

perekonomian Kota Bontang. 

5. Perkembangan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) 

Kota Bontang 

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin ) disingkat SKA 

merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Republik Indonesia 

untuk Eksportir yang memberikan manfaat sebagai berikut : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Laut_Indah,_Bontang_Selatan,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontang_Baru,_Bontang_Utara,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontang_Kuala,_Bontang_Utara,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Guntung,_Bontang_Utara,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Elai,_Bontang_Utara,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Elai,_Bontang_Utara,_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lok_Tuan,_Bontang_Utara,_Bontang


Renja 2022 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

26 
 

a. Barang Ekspor Indonesia yang disertakan dengan SKA tersebut 

mendapat jaminan dari pemerintah Indonesia bahwa barang 

tersebut memang berasal dari Indonesia. 

b. Mendapat keringanan Bea Masuk dinegara tujuan ekspor. 

Beberapa upaya untuk mendorong kinerja ekspor Kaltim diantaranya 

adalah adanya pelayanan penerbitan Surat Keterangan asal (SKA) 

untuk komoditi yang akan diekspor. Berikut jenis form SKA yang 

dikeluarkan oleh Seksi Perdagangan Luar Negeri antara lain : Form 

A, Form B, Form D, Form E, Form AI, Form IJEPA, Form AI, Form AK, 

Form AANZ dan Form IP. 

Tidak semua Daerah bisa menerbitkan SKA kecuali daerah yang telah 

memenuhi persyaratan dan disahkan melalui Peraturan Meneteri 

Perdagangan RI. Nilai Ekspor Kota Bontang terhadap FOB  Kaltim 

sendiri tahun 2020 mencapai 46,59 % (Sumber Rentra Disperindagkop & 

UMKM Propinsi Kaltim) atau sebesar 2,115,032,324.02 pada tahun 2020. 

6. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen  

Untuk Standarisasi dan Perlindungan Konsumen di Dinas Koperasi, 

UKM dan Perdagangan Kota Bontang baru mulai pada tahun 2018, 

setelah perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Walikota 

Bontang Nomor 47 Tahun 2018. Pelayanan Standar yang dilakukan 

adalah Pelayanan Tera/ Tera Ulang alat UTTP yang tersebar di 

Kota Bontang. Sampai tahun 2020 sendiri sebanyak 241 dari 3.569 

alat UTTP yang berhasil di lakukan tera/ tera ulang, hal ini 

disebabkan banyak faktor baik dari keterbatasan sumber daya Seksi 

Metrologi ataupun disebabkan pandemi covid 19. 

Berikut data potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 

tahun 2020 di Kota Bontang. 
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Tabel 2.7 

Rekap Data Potensi Alat Ukur , Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kota 

Bontang Tahun 2020 

 
Sumber Data Metrologi Legal DKUKMP  

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa migas selama tahun 

2016-2021 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 sektor ini 

kontribusinya mencapai 2,54% dari total PDRB, dan pada tahun 2020 

kontribusinya meningkat menjadi 3,31%, atau mengalami kenaikan 

sebesar 0,77%. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi arus perdagangan di Kota 

Bontang. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan sector 

perdagangan, pemerintah secara rutin melakukan pembinaan kapasitas 

bagi kelompok pedagang melalui penyelenggaraan pelatihan dan 

managemen usaha. Selama tahun 2016-2020, rata–rata cakupan 

pembinaan kelompok pedagang sebesar 646 pertahun.  

 

Pada sektor perdagangan ekspor dan impor, capaian kinerja Ekspor 

Bersih Perdagangan dan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 

Non Migas, selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 

meskipun tidak signifikan, yaitu -0,0535 dan - 0,035%. Hal ini disebabkan 

menurunnya permintaan SKA terbesar yakni dari PT. Badak LNG pada 

tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini tidak 

terlepas dari kontrak pembelian gas cair dari negara Jepang dan Korea 

banyak yang sudah berakhir.  

No. Jenis UTTP TM TP ATB ATH TE THE DL Neraca SENT Takaran Tensimeter
PU 

BBM
BU Tutsida

Tongkat 

Ukur
TUM

Timb. 

JE
TBI TC MAK UP Jumlah

1 Pasar Taman Telihan 11 122 37 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 173

2 Pasar Citra Mas Loktuan 78 112 429 - 5 - - 1 2 2 1 - - - - - - - - - - 630

3 Pasar Rawa Indah 83 257 415 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 755

4 Kelurahan Api-Api 25 39 145 - 15 1 0 0 7 0 0 6 1 3 1 0 - - - - - 243

5 Kelurahan Bontang Baru 18 42 81 - 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 148

6 Kelurahan Bontang Kuala 10 33 49 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 94

7 Kelurahan Gunung Elai 9 25 45 - 9 3 0 0 0 0 0 12 2 6 3 1 - - - - - 115

8 Kelurahan Belimbing 9 24 45 - 9 3 0 0 0 0 0 12 2 6 3 1 - - - - - 114

9 Kelurahan Berbas Tengah 17 33 83 13 13 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 167

10 Kelurahan Berbas Pantai 9 10 32 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 63

11 Kelurahan Guntung 18 24 83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125

12 Kelurahan Loktuan 23 34 101 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - 166

13 Kelurahan Telihan 7 24 22 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 58

14 Kelurahan Kanaan 3 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 36

15 Kelurahan Bontang Lestari 3 22 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 39

16 Kelurahan Satimpo 4 14 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 39

17 Kelurahan Tanjung Laut 18 18 69 0 10 0 3 0 6 0 0 8 1 0 1 0 - - - - - 134

18 Kelurahan Tanjung Laut Indah 39 91 152 0 6 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 - - - - - 295

19 Perusahaan 2 34 6 1 38 8 1 6 9 1 4 10 14 11 5 23 2 175

Total 386 968 1846 14 138 22 8 3 27 7 1 47 7 19 8 13 14 11 5 23 2 3569
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Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama 

periode 2016-2021 dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 2.8 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020 

 

        Sumber Ranwal RPJMD Kota Bontang 2021 – 2026 

 

▪ Bidang Perindustrian 

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB 

Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Perkembangan 

layanan pada kawasan industri terlihat dari pekembangan jumlah industri 

yang ada di Kota Bontang.  

Pertumbuhan IKM di Kota Bontang selama tahun 2016-2020 mengalami 

fluktuasi. Pertumbuhan IKM sampai dengan tahun 2018 masih menunjukkan 

peningkatan relatif tinggi dari 5,54% tahun 2016 menjadi 12,8% pada tahun 

2018. Pertumbuhan ini kemudian menurun secara signifikan menjadi 1,83% 

pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan jumlah IKM. 

Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya industri pengolahan terutama 

industri kayu dan batako, dimana pasokan bahan baku kayu dan tanah liat 

sulit untuk didapatkan dan tidak berkelanjutan. 

 

Tabel 2.9 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020 

 

 

 

 Sumber Ranwal RPJMD Kota Bontang 2021 – 2026 

Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ekspor Bersih Perdagangan  2.786 2,770 2,994 2,257 2,098 

Cakupan bina kelompok 
pedagang/usaha informal  

616 661 616 670 670 

Kontribusi sektor perdagangan 
terhadap PDRB  

2,54 2,52 2,77 3,04 3,31 

Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Persentase pertumbuhan IKM  5,54  8,42  12,8  1.83 0 
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II.3. ISU – ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan 

external dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan dengan 

menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas 

diidentifikasikan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: 

1. Kekuatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang yang 

meliputi: 

 
1) Jumlah pegawai yang memadai 

 
2) Insentif pegawai cukup 

 
3) Adanya motivasi kerja 

 
4) Sarana dan prasarana mencukupi 

 
5) Koperasi dan UKM sebagai sektor strategis dalam pemberdayaan 

masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga 

kerja 
 

6) Pertumbuhan jumlah koperasi dan wira usaha baru di kalangan 

masyarakat/pemuda 
 

7) Program pembenahan koperasi tidak aktif 

8) Tersedianya prasarana workshop, alat kalibrasi, dan peralatan standar 

untuk metrologi 

9) Tersedianya pasar modern sebagai fasilitasi dalam sistem distribusi 

perdagangan  
 

10) Adanya komitmen pemerintah untuk mengembangkan kawasan 

industri  

11) Potensi Sumber Daya Alam yang masih sangat terbarukan untuk 

dioptimalkan pemanfaatannya. 

12) Jumlah UKM, IKM dan Koperasi yang tersebar di setiap kelurahan  

yang cukup besar. 

13) Program Perijinan terpadu melalui program OSS  

14) Pelayanan penerbitan SKA melalui e SKA 
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2. Kelemahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang yang meliputi: 

1) Tingkat kepatuhan peraturan bagi pegawai belum maksimal,  

2) Struktur organisasi belum mantap (penggabungan 3: Departemen 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan nomenklatur 

Bidang Industri belum jelas ) 

3) Staf belum optimal memahami pekerjaan sesuai tugas dan fungsi 

4) Teknologi dan Informasi (IPTEK) belum memadai 

5) Penempatan pegawai belum sesuai keahlian 

6) Teknologi Informasi Harga Bahan Pokok masih belum optimal. 

7) Belum terbentuknya BLU khusus yang mengelola Pembiayaan bagi 

Koperasi dan UKM 

8) Potensi dan Kompetensi SDM aparat masih terbatas dan belum 

dimanfaatkan secara optimal 

9) Belum dilakukannya validasi data IKM dan UKM 

10) Masih rendahnya kualitas dan kesehatan kelembagaan koperasi dan 

UKM 

11) Potensi sumber daya bahan baku belum dimanfaatkan secara optimal 

12) Masih terbatasnya akses pasar produk Koperasi dan UKM 

13) 

 

14) 

 

15) 

Data OSS yang ada di PTPSP dengan data manual di Dinas belum 

terkoneksi secara baik. 

Belum optimalnya pelaksanaan perjanjian kerjasama perdagangan 

antar daerah 

Pandemi Covid 19 yang diawal tahun 2020 belum bisa di kendalikan  
 

 

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai 

berikut: 

1. Peluang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang meliputi: 

1. Peraturan Pemerintah Nomot 53 tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai  

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
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4. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan 

Industri Nasional 

5. Perkembangan IPTEK Sektor Industri 

6. Peluang pasar untuk produk industri yang cukup banyak 

7. Tersedia potensi sumber daya alam yang besar 

8. Kebijakan-kebijakan Perindustrian pusat terhadap peningkatan 

daya saing sektor industri 

9. Kebijakan-kebijakan pusat terhadap Koperasi dan UKM 

10. Peluang pasar ekspor yang cukup banyak 

11. Kebijakan-kebijakan perdagangan pusat terhadap peningkatan 

daya saing 

12. Pembangunan 2 unit pasar baru  

13. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat 

14. Meningkatkan sarana teknologi informasi untuk harga bahan 

pokok 

16. Meningkatkan perlindungan konsumen 

17. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan 

18. Perkembangan IPTEK 

19. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, 

Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan 

Koperasi dan UKM, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Jamkrida Kaltim, Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2013 tentang Program CSR 

20. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran 

Produk Koperasi dan UKM  

21. Penghargaan bagi Gerakan koperasi/UKM  

22. Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari 

Bank dan non bank 

23 Program Revitalisasi Koperasi 

24. Penguatan ekonomi daerah 

25. Meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan 
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26.  Program BLT untuk usaha kecil dan usaha mikro / BPUM 

  

2. Ancaman Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang meliputi: 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia kurang 

2. Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas 

masih berkembang 

3. Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan 

habis 

4. Kurang cerdasnya konsumen 

5. Koordinasi ke Provinsi belum maksimal 

6. Masih Ketergantungan Tenaga Ahli dari Luar Daerah 

7. Masih tergantungnya Bontang dari pasokan luar daerah dalam 

pemenuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting 

8. Lemahnya perlindungan hukum untuk konsumen 

9. Rendahnya informasi dari PTPSP pada laporan SIUP-TDP, Ijin 

Koperasi dan UKM 

10. Peredaran barang yang tidak sesuai aturan 

11. Banyaknya usaha -usaha baru melalui online dan retail modern 

12. Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau 

melakukan usaha hanya untuk mendaptkan bantuan 

13. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015, ACFTA, 

AFTA, Globalisasi 

14. Masuknya produk -produk luar dengan kualitas lebih baik 

15. Undang-Undang Nomor  1 tahun 2013 tentang LKM yang 

membatasi usaha penghimpunan dana masyarakat 

16. Kepentingan pemanfatan lahan sektor pertambangan dan gas 

termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sector lain,  

17. Fluktuasi harga Kebutuhan pokok menjelang hari besar 

keagamaan dan akhir tahun. 

18. Kurangnya dukungan distributor terhadap penyediaan informasi 

harga dan stok barang kebutuhan pokok. 

 



Renja 2022 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

33 
 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut serta melihat perkembangan lingkungan 

rasio nasional, regional dan global melalui isu strategis bidang Industri, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM  adalah :  

1. Pengembangan potensi sektor sektor ekonomi produktif masyarakat untuk 

menggeser paradigma pembangunan Kota Bontang dari berbasis migas 

dan tambang kearah non migas atau lokal. 

2. Peningkatan sektor perdagangan dan industri membutuhkan integrasi dan 

sinkronisasi dengan pengembangan sector lain sehingga menjadi daya 

dukung bersama dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota 

Bontang. 

3. Peningkatan kinerja pelayanan publik memerlukan  SDM yang mumpuni 

serta didukung sarana dan prasarana kantor pelayanan yang representatif. 

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan 

Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020 disusun berdasarkan atas Renstra 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 

2021-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program 

dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-

2026  yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, 

dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

dan Perdagangan Kota Bontang dengan arahan Walikota terkait dengan 

prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan harus dapat 

memberikan kontribusi bagi pencapaian misi pembangunan daerah yaitu Kota 

Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan 

lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta 

pelestarian lingkungan hidup. Sehingga dalam mendukung misi tersebut maka 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang dalam 

Rancangan awal dari Bapelitbang Kota Bontang mendapatkan 7 Program 
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dengan 13 kegiatan serta 27 sub kegiatan. Pagu indikatif yang disediakan untuk 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang adalah 

sebesar Rp. 27,190,000,000. Dari 7 program yang ada terdapat 6 program 

prioritas diantaaranya adalah : 

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro 

(UMKM). 

3. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan  

4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

6. Program Pengembangan UMKM 

Untuk lebih lengkapnya Rancangan Awal RKPD ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kota 

Bontang

Persentase 

pemenuhan layanan 

penunjang urusan 

pemerintahan  

daerah (DKUKMP)

100%        18,920,462,958 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kota Bontang Persentase 

pemenuhan 

layanan penunjang 

urusan 

pemerintahan  

daerah (DKUKMP)

100%        19,792,454,958 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Kota 
Bontang

Persentase  
pemenuhan 
penyampaian 
laporan kinerja OPD

100%                     500,000 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Kota Bontang Persentase  
pemenuhan 
penyampaian 
laporan kinerja OPD

100%                     500,000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Bontang Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi

Kinerja SKPD

1 Laporan                        500,000 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Bontang Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 Laporan                        500,000 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Kota 
Bontang

Persentase Laporan 
yang disusun sesuai 
ketentuan

100%        11,059,358,958 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Kota Bontang Persentase 
Laporan yang 
disusun sesuai 
ketentuan

100%        11,059,358,958 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Kota Bontang Jumlah ASN  58 Orang           11,057,858,958 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Kota Bontang Jumlah ASN  58 Orang           11,057,858,958 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Kota Bontang Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan                        500,000 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Kota Bontang Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan                        500,000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Kota Bontang Jumlah Laporan 

Penyusunan Akuntansi 

dan Pelaporan

Keuangan

12 Laporan                        500,000 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Kota Bontang Jumlah Laporan 

Penyusunan Akuntansi 

dan Pelaporan

Keuangan

12 Laporan                        500,000 

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Kota Bontang Jumlah Laporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran

1 Laporan                        500,000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Bontang Jumlah Laporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran

1 Laporan                        500,000 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Kota 
Bontang

Tingkat pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
DKUKMP

100%             100,000,000 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Kota Bontang Tingkat pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
DKUKMP

100%             350,000,000 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Bontang Jumlah Pegawai yang 

Mengikuti 

Pendidikan/Pelatihan

10 Orang                100,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

Kota Bontang Jumlah Pakaian Dinas 

Beserta 

Perlengkapannya

93 Stell                150,000,000 *

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya (UPT 

Pasar)

Kota Bontang Jumlah Pakaian Dinas 

Beserta 

Perlengkapannya

40 Stell                100,000,000 *

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Bontang Jumlah Pegawai yang 

Mengikuti 

Pendidikan/Pelatihan

               100,000,000 

Tabel 2.9

Reviu Terhadap Rancangan Awal Tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Kota 
Bontang

Tingkat pelayanan 
administrasi 
perkantoran

100%             542,440,000 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Kota Bontang Tingkat pelayanan 
administrasi 
perkantoran

100%             842,440,000 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Kota Bontang Jumlah Jenis Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

5 Jenis                  15,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Kota Bontang Jumlah Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

5 Jenis                  15,000,000 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Kota Bontang Jumlah Jenis  Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

25 Jenis                  98,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Kota Bontang Jumlah Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

25 Jenis                  98,000,000 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor (UPT Pasar)

Kota Bontang Jumlah Jenis  

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

30 Jenis                300,000,000 

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Kota Bontang Jumlah Peralatan Rumah 

Tangga

2 Jenis                  20,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Kota Bontang Jumlah Peralatan 

Rumah Tangga

2 Jenis                  20,000,000 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Bontang Jumlah Jenis 

Penyediaan Bahan 

Logistik

17 Jenis                  20,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Bontang Jumlah Jenis 

Penyediaan Bahan 

Logistik

17 Jenis                  20,000,000 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Kota Bontang Jumlah Jenis Barang 

Cetak dan Penggadaan

2 Jenis                  30,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Kota Bontang Jumlah Jenis Barang 

Cetak dan Penggadaan

4 Jenis                  30,000,000 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan (UPT Pasar)

Kota Bontang Jumlah Jenis Barang 

Cetak dan Penggadaan

3 Jenis                140,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan (UPT Pasar)

Kota Bontang Jumlah Jenis Barang 

Cetak dan Penggadaan

3 Jenis                140,000,000 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Kota Bontang Jumlah Eksemplar 1440 Eksemplar                  19,440,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Kota Bontang Jumlah Eksemplar 1440 Eksemplar                  19,440,000 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Kota Bontang Jumlah Rapat - Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

30 Orang                150,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Kota Bontang Jumlah Rapat - Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

60 Orang                150,000,000 

Jumlah Bulan 

Pemenuhan Makan 

Minum Rapat

12 Bulan                  50,000,000 Jumlah Bulan 

Pemenuhan Makan 

Minum Rapat

12 Bulan                  50,000,000 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Kota 
Bontang

Jumlah bulan 
penyediaan jasa 
penunjang urusan 
DKUKMP

12 bulan          6,973,164,000 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Kota Bontang Jumlah bulan 
penyediaan jasa 
penunjang urusan 
DKUKMP

12 bulan          7,295,156,000 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Bontang Jumlah materai yang 

tersedia

240 Buah                  10,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Bontang Jumlah materai yang 

tersedia

240 Buah                  10,000,000 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bontang Jumlah Bulan Jasa 

Komunikasi Sumber 

Daya Air, Listrik, dan 

Internet

12 bulan                  52,800,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bontang Jumlah Bulan Jasa 

Komunikasi Sumber 

Daya Air, Listrik, dan 

Internet

12 bulan                  52,800,000 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik (UPT 

Pasar)

Kota Bontang Jumlah Bulan Jasa 

Komunikasi Sumber 

Daya Air, Listrik, dan 

Internet

12 bulan             1,758,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik (UPT 

Pasar)

Kota Bontang Jumlah Bulan Jasa 

Komunikasi Sumber 

Daya Air, Listrik, dan 

Internet

12 bulan             1,758,000,000 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Kota Bontang Jumlah Non ASN 153 orang             5,152,364,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Kota Bontang Jumlah Non ASN 153 orang             5,474,356,000 

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Kota 
Bontang

Jumlah bulan 
pemeliharaan 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
DKUKMP

12 Bulan             245,000,000 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Kota Bontang Jumlah bulan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah penunjang 
urusan DKUKMP

12 Bulan             245,000,000 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Kota Bontang Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional

42 Unit                205,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Kota Bontang Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional

42 Unit                205,000,000 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Kota Bontang Jumlah Peralatan Kerja 

yang diperbaiki

3 Jenis                  25,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Kota Bontang Jumlah Peralatan Kerja 

yang diperbaiki

3 Jenis                  25,000,000 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Bontang Jenis Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

4 Jenis                  15,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Bontang Jenis Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

4 Jenis                  15,000,000 

PROGRAM PELAYANAN IZIN 

USAHA SIMPAN PINJAM

Kota Bontang Pertumbuhan 

KSP/USP yang 

mempunyai izin 

usaha simpan 

pinjam

1.43%                75,000,000 

Penerbitan Izin Usaha 
Simpan Pinjam untuk 
Koperasi dengan Wilayah 
Keanggotaan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

Kota Bontang Persentase surat 
rekomendasi izin 
usaha simpan 
pinjam koperasi 
yang dikeluarkan 
terhadap 
permohonan yang 
masuk

100%                75,000,000 

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha 

Simpan Pinjam  untuk Koperasi 

dengan Wilayah Keanggotaan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Kota Bontang Persentase surat 

rekomendasi izin usaha 

simpan pinjam koperasi 

yang dikeluarkan 

terhadap permohonan 

yang masuk

100%                  75,000,000 

2 PROGRAM PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN KOPERASI

Kota 

Bontang

Persentase koprasi 

yang patuh 

terhadap regulasi  

perkoperasian

55.13%                21,092,208 PROGRAM PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN KOPERASI

Kota Bontang Persentase koprasi 

yang patuh 

terhadap regulasi  

perkoperasian

55.13%                21,906,588 

Pemeriksaaan dan 
Pengawasan Koperasi, 
KSP/USP Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya 
Dalam Daerah Kabupaten 
/Kota

Kota 
Bontang

Tingkat 
pelaksanaan 
pemeriksaan dan 
pengawasan 
koperasi, koperasi 
simpan pinjam/unit 
simpan pinjam

100%                21,092,208 Pemeriksaaan dan 
Pengawasan Koperasi, 
KSP/USP Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya 
Dalam Daerah Kabupaten 
/Kota

Kota Bontang Tingkat 
pelaksanaan 
pemeriksaan dan 
pengawasan 
koperasi, koperasi 
simpan 
pinjam/unit 
simpan pinjam

100%                21,906,588 

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi 

terhadap Peraturan Perundang- 

Undangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Kota Bontang Jumlah koperasi yang 

bisa teridentifikasi 

permasalahan baik 

kelembagaan ataupun 

usahanyaa

20 Koperasi                  21,092,208 Pengawasan Kekuatan, 

Kesehatan, Kemandirian, 

Ketangguhan, serta Akuntabilitas 

Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Kota Bontang Jumlah Koperasi Yang 

Dilakukan Perbaikan 

Kinerja

 10 Koperasi                  15,500,000 

Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 

PentingNo
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi 

terhadap Peraturan Perundang- 

Undangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Kota Bontang Jumlah koperasi yang 

bisa teridentifikasi 

permasalahan baik 

kelembagaan ataupun 

usahanyaa

 20 Koperasi                    6,406,588 

3 PROGRAM PENILAIAN 

KESEHATAN KSP/USP 

KOPERASI

Kota 

Bontang

Percentase jumlah 

KSP/USP yang dinilai 

kesehatannya

32.86%                10,000,000 PROGRAM PENILAIAN 

KESEHATAN KSP/USP 

KOPERASI

Kota Bontang Percentase jumlah 

KSP/USP yang 

dinilai 

kesehatannya

32.86%                10,000,000 

Penilaian Kesehatan Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Bontang

Jumlah koperasi 
yang dilakukan 
penilaian

30 Koperasi                10,000,000 Penilaian Kesehatan Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota Bontang Jumlah koperasi 
yang dilakukan 
penilaian

 30 Koperasi                10,000,000 

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Kota Bontang Jumlah koperasi yang 

dilakukan penilaian

30 Koperasi                  10,000,000 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Kota Bontang Jumlah koperasi yang 

dilakukan penilaian

 30 Koperasi                  10,000,000 

4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN PERKOPERASIAN

Kota Bontang Persentase  

kapasitas 

kelembagaan 

koperasi

38.46%              150,000,000 

Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian bagi Koperasi 
yang Wilayah Keanggotaan 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

Kota Bontang Persentasi 
Pengurus dan 
Pengawas Koperasi 
yang mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan

19.23%                150,000,000 

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi

Kota Bontang Jumlah peserta yang 

mengikuti pelatihan dan

sosialisasi peningkat 

pemahaman dan 

pengetahuan

perkoperasian serta 

kapasitas dan 

kompetensi SDM

koperasi

 30 Orang                150,000,000 

Kota 

Bontang

Peningkatan 

Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 

Usaha Kecil dan 

Usaha Mikro (UMKM)

0,34% Kota Bontang Peningkatan 

Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 

Usaha Kecil dan 

Usaha Mikro 

(UMKM)

0,34%

Kota 

Bontang

Pertumbuhan  

pelaku usaha mikro 

yang bermitra dg 

pasar rental  modern

0.83% Kota Bontang Pertumbuhan  

pelaku usaha mikro 

yang bermitra dg 

pasar rental  

modern

0.83%

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 

Penting

5 PROGRAM PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, USAHA 

KECIL, DAN USAHA MIKRO 

(UMKM)

             250,000,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, USAHA 

KECIL, DAN USAHA MIKRO 

(UMKM)

             780,000,000 
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perizinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan

Kota 
Bontang

Persentase pelaku 
UKM (kuliner) yang 
mendapat fasilitasi 
Sertifikat Halal

0.34%             250,000,000 Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perizinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan

Kota Bontang Persentase pelaku 
UKM (kuliner) yang 
mendapat fasilitasi 
Sertifikat Halal

0.34%             780,000,000 

Pemberdayaan Kelembagaan 

Potensi dan Pengembangan Usaha 

Mikro

Kota Bontang Persentasi fasilitasi 

pemberdayaan 

kelembagaan dan 

potensi pelaku usaha 

mikro

75%                250,000,000 Pendataan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

Kota Bontang Persentase pelaku 

UKM (kuliner) yang 

mendapat fasilitasi 

Sertifikat Halal

0.34%                100,000,000 *

Pemberdayaan Melalui Kemitraan 

Usaha Mikro

Kota Bontang Persentasi Pelaku 

usaha mikro yang 

difasilitasi kemitraan

0.89%                100,000,000 

Fasilitasi Kemudahan Perizinan 

Usaha Mikro

Kota Bontang Persentasi Pelaku 

Usaha yang memiliki 

NIB ( Nomor Induk 

Berusaha) dan Ijin 

Usaha Mikro

85.65%                180,000,000 

Pemberdayaan Kelembagaan 

Potensi dan Pengembangan Usaha 

Mikro

Kota Bontang Persentasi fasilitasi 

pemberdayaan 

kelembagaan dan 

potensi pelaku usaha 

mikro

75%                250,000,000 

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 

Para Pemangku Kepentingan dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro

Kota Bontang Jumlah Koordinasi dan 

Sinkronisasi dengan 

Para Pemangku 

Kepentingan dalam 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro

6 Kali                150,000,000 

6 PROGRAM PENGGUNAAN DAN 

PEMASARAN PRODUK DALAM 

NEGERI

Kota Bontang Persentase produk 

dalam negeri yang 

difasilitasi dalam 

promosi dan 

pemasaran

100%              800,000,000 

Pelaksanaan promosi, 
pemasaran dan peningkatan 
penggunaan produk dalam 
negeri

Kota Bontang Jumlah produk 
yang difasilitasi 
pemasaran produk

 5 produk             800,000,000 

Pelaksanaan promosi penggunaan 

produk dalam negeri di tingkat 

kabupaten/kota

Kota Bontang Jumlah pelaku usaha 

yang difasilitasi untuk 

promosi dan 

pemasaran produk

 10 orang                800,000,000 

7 PROGRAM STABILISASI 

HARGA BARANG KEBUTUHAN 

POKOK DAN BARANG PENTING

Kota Bontang Persentase 

ketersediaan 

informasi dan 

barang kebutuhan 

pokok/barang 

penting

100%              500,000,000 

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 

Penting
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menjamin ketersediaan 
barang kebutuhan pokok dan 
barang penting di tingkat 
daerah kabupaten/kota

Kota Bontang Jumlah laporan 
ketersediaan 
bahan pokok dan 
barang penting 

 12 Laporan             100,000,000 

Pengendalian ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang 

penting di tingkat agen dan pasar 

rakyat

Kota Bontang Jumlah monitoring 

ketersediaan bahan 

pokok dan barang 

penting 

 48 Monitoring                100,000,000 

Pengendalian harga dan stok 
barang kebutuhan pokok dan 
barang penting di tingkat 
pasar kabupaten/kota

Kota Bontang Jenis komoditi 
bahan pokok dan 
barang penting 
yang dipantau 
stabilitasnya

 23 Jenis             400,000,000 

Pelaksanaan operasi pasar reguler 

dan pasar khusus yang berdampak 

dalam 1 (satu) kabupaten/kota

Kota Bontang Jumlah operasi pasar 

khusus yang 

dilaksanakan

 1 Kali                400,000,000 

Kota 

Bontang

Persentase 

perusahaan yang  

terdaftar

21.43% Kota Bontang Persentase 

perusahaan yang  

terdaftar

21.43%

Kota 

Bontang

Persentase 

eksportir yang aktif 

menggunakan SKA

100% Kota Bontang Persentase 

eksportir yang 

aktif menggunakan 

SKA

100%

Penerbitan izin pengelolaan 
pasar rakyat, pusat 
perbelanjaan dan izin usaha 
toko swalayan

Kota 
Bontang

Persentase 
rekomendasi 
perizinan yang 
diterbitkan

100%                215,320,000 Penerbitan izin pengelolaan 
pasar rakyat, pusat 
perbelanjaan dan izin usaha 
toko swalayan

Kota Bontang Persentase 
rekomendasi 
perizinan yang 
diterbitkan

100%                215,320,000 

Fasilitasi pemenuhan komitmen 

perolehan perizinan pasar rakyat, 

pusat perbelanjaan dan toko 

swalayan melalui sistem pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik

Kota Bontang Jumlah regulasi yang 

diterbitkan dan pelaku 

usaha yang mengikuti 

sosialisasi

1 Regulasi           50 

pelaku usaha

               215,320,000 Fasilitasi pemenuhan komitmen 

perolehan perizinan pasar rakyat, 

pusat perbelanjaan dan toko 

swalayan melalui sistem pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik

Kota Bontang Jumlah regulasi yang 

diterbitkan dan pelaku 

usaha yang mengikuti 

sosialisasi

1 Regulasi           

  50 pelaku 

usaha

               215,320,000 

Peneritan Surat Keterangan 
Asal Bagi Daerah/Provinsi 
yang ditetapkan sebagai 
IPSKA

Kota Bontang Persentase SKA 
yang diterbitkan 
dengan jumlah 
permohonan SKA 
yang masuk

100%             150,000,000 

Koordinasi dan Singkronisasi 

Layanan Peneritan SKA

Kota Bontang Persentase SKA yang 

diterbitkan dengan 

jumlah permohonan 

SKA yang masuk

100%                150,000,000 

Kota 

Bontang

Persentase 

penataan sarana 

distribusi 

perdagangan 

100% Kota Bontang Persentase 

penataan sarana 

distribusi 

perdagangan 

100%

Kota 

Bontang

Persentase 

pembinaan terhadap 

pengelola pasar

16% Kota Bontang Persentase 

pembinaan 

terhadap pengelola 

pasar

16%

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 

Penting

9 PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

          7,016,162,334 PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

          7,948,783,113 

8 PROGRAM PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

             215,320,000 PROGRAM PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

             215,320,000 
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pembangunan dan 
pengelolaan sarana distribusi 
perdagangan

Kota 
Bontang

Jumlah sarana 
distribusi 
perdagangan yang 
dibangun dan 
dikelola

 3 Unit          6,926,162,334 Pembangunan dan 
pengelolaan sarana distribusi 
perdagangan

Kota Bontang Jumlah sarana 
distribusi 
perdagangan yang 
dibangun dan 
dikelola

 3 Unit          7,536,788,113 

Penyediaan sarana distribusi 

perdagangan

Kota Bontang Jumlah sarana distribusi 

perdagangan yang 

dibangun

 1 Unit             2,500,000,000 Penyediaan sarana distribusi 

perdagangan

Kota Bontang Jumlah sarana 

distribusi perdagangan 

yang dibangun

 1 Unit             2,500,000,000 

Fasilitasi Pengelolaan Sarana 

Distribusi

Perdagangan

Kota Bontang Jumlah bulan 

pelaksanaan fasilitasi 

pengelolaan pasar

 12 Bulan             4,426,162,334 Penyediaan sarana distribusi 

perdagangan (UPT Pasar)

Kota Bontang Jumlah sarana 

distribusi perdagangan 

yang dibangun

 2 Unit                350,000,000 *

Fasilitasi Pengelolaan Sarana 

Distribusi

Perdagangan

Kota Bontang Jumlah bulan 

pelaksanaan fasilitasi 

pengelolaan pasar

 12 Bulan             4,686,788,113 

Pembinaan terhadap 
pengelola sarana distribusi 
perdagangan masyarakat di 
wilayah kerjanya

Kota 
Bontang

Jumlah pengelola 
sarana distribusi 
perdagangan yang 
mengikuti 
pembinaan

6 orang                90,000,000 Pembinaan terhadap 
pengelola sarana distribusi 
perdagangan masyarakat di 
wilayah kerjanya

Kota Bontang Jumlah pengelola 
sarana distribusi 
perdagangan yang 
mengikuti 
pembinaan

 31 Orang             411,995,000 

Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)

Kota Bontang Jumlah pengelola sarana 

distribusi perdagangan 

yang mengikuti 

pelatihan/ bimtek

6 orang                  90,000,000 Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)

Kota Bontang Jumlah pengelola 

sarana distribusi 

perdagangan yang 

mengikuti pelatihan/ 

bimtek

 31 Orang                411,995,000 *

10 PROGRAM STANDARDISASI 

DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

Kota 

Bontang

Persentase  

penerapan 

standardisasi dan 

perlindungan 

konsumen

37%              156,962,500 PROGRAM STANDARDISASI 

DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

Kota Bontang Persentase  

penerapan 

standardisasi dan 

perlindungan 

konsumen

37%              156,962,500 

Pelaksanaan Metrologi Legal 
Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan

Kota 
Bontang

Cakupan 
pengawasan alat 
UTTP

37%             156,962,500 Pelaksanaan Metrologi Legal 
Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan

Kota Bontang Cakupan 
pengawasan alat 
UTTP

37%             156,962,500 

Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera

Ulang

Kota Bontang Jumlah alat UTTP Yang 

Sudah Ditera

850 UTTP                156,962,500 Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera

Ulang

Kota Bontang Jumlah alat UTTP Yang 

Sudah Ditera

850 UTTP                156,962,500 

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi 

Legal

Kota Bontang Jumlah monitoring 

pelaksanaan 

pengawasan metrologi 

legal

12 Monitoring                  10,000,000 

11 PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kota Bontang Persentase 

pertumbuhan  

Industri kecil 

menengah 

1%              630,000,000 

Penyusunan, Penerapan dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota

Kota Bontang Dokumen 
Penyusunan 
Rencana 
Pembangunan 
Industri

1 Dokumen             630,000,000 

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 

Penting
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Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian

 Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Industri

Kota Bontang Jumlah IKM yang 

difasilitasi dalam 

penerapan Manajemen 

dan standarisasi produk

 20 IKM                130,000,000 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran serta 

masyarakat

Kota Bontang Jumlah IKM yang 

difasilitasi dalam 

pemberdayaan Industri

 30 IKM                500,000,000 

12 PROGRAM PENGELOLAAN 

SISTEM INFORMASI INDUSTRI 

NASIONAL

Kota Bontang Persentase IKM 

yang 

memanfaatkan 

SIINAS

12%              200,000,000 

Penyediaan Informasi 
Industri untuk  informasi 
industri IUI,IPKI,IUKI dan 
IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Kota Bontang Jumlah Industri 
yang 
memanfaatkan 
SIINas

12%             200,000,000 

Fasilitasi Pengumpulan, 

Pengolahan dan Analisis Data 

Industri, data kawasan industri 

serta data lain lingkup 

Kabupaten/Kota melalui Sistem 

Informasi Industri Nasional (SIINas)

Kota Bontang Jumlah data IKM dan 

perusahaan yang 

masuk di SII Nas

 12 Dokumen                200,000,000 

Pertumbuhan 

Jumlah Pelaku 

Usaha Mikro 

10% Pertumbuhan 

Jumlah Pelaku 

Usaha Mikro 

10%

Pertumbuhan Pelaku 

Usaha Mikro yang 

mengikuti Pelatihan

2% Pertumbuhan 

Pelaku Usaha Mikro 

yang mengikuti 

Pelatihan

2%

Pengembangan Usaha Mikro 
dengan Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha 
menjadi Usaha Kecil 

Kota 
Bontang

Prosentase capaian 
atas peningkatan 
asset dan omset 
pelaku usaha mikro

5%             600,000,000 Pengembangan Usaha Mikro 
dengan Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha 
menjadi Usaha Kecil 

Kota Bontang Prosentase 
capaian atas 
peningkatan asset 
dan omset pelaku 
usaha mikro

5%          1,300,000,000 

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi 

Usaha Kecil dalam Pengembangan 

Produksi dan Pengolahan, 

Pemasaran, SDM, serta Desain 

dan Teknologi

Kota Bontang Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

mengikuti pelatihan

5%                600,000,000 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi 

Usaha Kecil dalam Pengembangan 

Produksi dan Pengolahan, 

Pemasaran, SDM, serta Desain dan 

Teknologi

Kota Bontang Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

mengikuti pelatihan

5%             1,300,000,000 *

       27,190,000,000        32,505,427,159 

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan 

Penting

          1,300,000,000 13 PROGRAM PENGEMBANGAN 

UMKM

Kota 

Bontang

             600,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN 

UMKM

Kota Bontang
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II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari 

kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap 

prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang 

sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang.  

 Hasil aspirasi warga tahun 2021 yang dijaring melalui kegiatan reses 

anggota DPRD tercantum pada pokok-pokok pikiran DRPD Kota Bontang yang 

kemudian dilakukan proses penelahaan yang dimulai dengan 

mengklasifikasikan daftar panjang pokok-pokok pikiran tersebut dapat 

diakomodir melalui program dan kegiatan yang akan disusun dalam Renja. 

Proses penelaahan tersebut adalah mencakup kesesuaian pokok-pokok pikiran 

dengan Renstra serta tingkat urgensi dan skala prioritas permasalahan yang 

diusulkan. 

Adapun daftar usulan kegiatan yang tercantum pada pokok-pokok pikiran 

anggota DPRD Kota Bontang untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.11 
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No.
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ 

Volume
Catatan

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya

1 Paket Pakaian Hari Hari Tertentu

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya (UPT 

Pasar)

1 Paket Seragam untuk Petugas 

Pengamanan

2 Pendataan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

Kota Bontang Persentase pelaku UKM (kuliner) 

yang mendapat fasilitasi Sertifikat 

Halal

1 Paket Aplikasi Profil UMKM

3 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi 

Usaha Kecil dalam 

Pengembangan Produksi dan 

Pengolahan, Pemasaran, 

SDM, serta Desain dan 

Teknologi

Kota Bontang Persentase jumlah usaha mikro 

yang mengikuti pelatihan

1 Paket Pelatihan Tata Kelola 

Manajemen dan Pemasaran 

Usaha Pelaku UMKM, 

Peningkatan SDM Pelaku UMKM 

Bontang Kuala 

4 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor (UPT 

Pasar)

Kota Bontang Jumlah Jenis  Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

1 Paket Pengadaan Partisi Ruangan 

Kantor UPT Pasar, Pengadaan 

Peralatan Kebersihan Pasar 

Tradisional

5 Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan (UPT Pasar)

Kota Bontang Jumlah sarana distribusi 

perdagangan yang dibangun

2 Unit Pembuatan Kanopi Parkir dan 

Pagar Pasar Telihan, 

6 Pembinaan dan Pengendalian 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan

Kota Bontang Jumlah pengelola sarana distribusi 

perdagangan yang mengikuti 

pelatihan/ bimtek

3 Paket Penanganan Kawasan Kumuh 

Selambai (6 pedagang), 

Peningkatan SDM Pedagang 

Pasar/ PKL, Pengadaan 

Rombong kontainer dan Etalase 

Kel. UKM Bontang Selatan (15 

KK)

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Kota Bontang1
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BAB III 
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 

 

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL  

Keberhasilan pembangunan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, di 

Kota Bontang juga dipengaruhi oleh arah pembangunan dari mitra kerjanya 

baik mitra kerja di tingkat Pusat maupun Provinsi. Berkenaan dengan hal 

tersebut dalam perumusan program kegiatan harus dipastikan sinergitas 

dengan mitra kerja tersebut. 

Visi Kementerian Koperasi dan UKM “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna 

Mewujudkan Koperasi dan UKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru 

Perekonomian Nasional”. Kebijakan pembangunan bidang koperasi Kalimantan 

Timur telah selaras dengan Misi 2 Kementerian Koperasi dan UKM yaitu 

“Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UKM” dan 

Misi 3 yaitu Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM. 

Gubernur terpilih Kalimantan Timur untuk periode 2018-2023, telah 

menetapkan program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi 

dan UKM terutama kewirausahaan dengan menetapkan pemciptaan 10.000 

wirausahawan baru sebagai salah satu program prioritas unggulan. Selain itu, 

Provinsi Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak 

Koperasi. Hal ini selaras dengan tiga program prioritas pada Dinas Koperasi, 

UKM dan Perdagangan Kota Bontang yaitu pemberdayaan dan perlindungan 

koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil mikro,  

Visi Kementerian Perdagangan. Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak 

Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang 

Berkeadilan. Ketersediaan infrastruktur perdagangan merupakan salah satu 

kunci utama untuk meningkatkan efisiensi pedagangan atau distribusi 

barang/jasa dari produsen ke konsumen. Kalimantan Timur merupakan salah 

satu provinsi yang sangat terbatas infrastruktur perdagangannya. Rendahnya 

kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan menyebabkan tingginya biaya 

distribusi yang secara langsung akan mempengaruhi harga. Selain jalan 
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infrastrutur perdagangan yang juga mempengaruhi efisiensi harga adalah 

bangunan pasar. Sampai saat ini rasio pasar di Kalimantan Timur masing 

kurang dari 1 pasar untuk 10.000 orang penduduk dan di Kota Bontang sendiri 

jumlah pasar yang dikelola pemerintah masih 3 pasar. Hal ini harus menjadi 

perhatian para pihak sehingga kebutuhan pokok masyarakat Kota Bontang 

dapat tercukupi dengan harga yang terjangkau. 

Visi Kementerian Perindustrian adalah “Memantapkan daya saing basis industri 

manufaktur yang berkelanjutan (sustainable) serta terbangunnya pilar industri 

andalan masa depan”. Misi Kementerian Perindustrian, terutama pada Misi 1 

yakni “Mendorong peningkatan nilai tambah industri” dan Misi 6 yakni 

“Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa” selaras 

dengan Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan 

masyarakat yang Beradab ‘maju tingkat penghidupannya’ pada seluruh aspek 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka nilai tambah industri ini, 

maka fokus Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang adalah 

pertumbuhan industri non migas melalui pengembangan IKM dan Industri 

Rumah Tangga. 

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 

Tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

dan Perdagangan Kota Bontang tahun 2022 adalah berdasarkan atas isu isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran 

target kinerja pada Renstra Dinas. 

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,  

Perdagangan Kota Bontang Tahun 2022 di selaraskan pada Visi dan Misi 

Walikota Bontang yaitu pada Visi Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat 

dan Beradab dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tupoksinya 

mendukung Misi Walikota Bontang pada Misi II Kota Bontang yang 

BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan 

melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian 

lingkungan hidup. Dimana penjabaran dari misi II adalah Arahan strategik dari 

agenda Misi pembangunan ini adalah bahwa dalam rangka pencapaian Visi, 
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fokus pembangunan juga perlu diarahkan pada upaya untuk wujudnya Kota 

Bontang yang Berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Kota Bontang 

yang lebih hebat ke depan dilaksanakan dalam koridor keseimbangan dan 

keselarasan antara pentingnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan kota 

dengan tetap menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan.   

Untuk menuju pada perwujudan Kota Bontang yang Lebih Hebat, agenda 

pembangunan diarahkan melalui pemantapan pembangunan ekonomi yang 

merata, pemantapan potensi sosial dan budaya masyarakat yang produktif, 

pembangunan infrastruktur yang semakin mantap dan pemantapan kualitas 

lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui pemantapan bidang-bidang 

utama pembangunan tersebut diharapkan Kota Bontang yang Berkelanjutan, 

Layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan.  

Untuk lebih jelasnya maka tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  

Kota Bontang 

 

No. Tujuan/  
Indikator 
Tujuan  

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan 
Capaian  

Target 
Capaian  

2020/2021 2022 

1 2   3 4   5 6 

1 Mewujudkan 
inklusivitas dan 
keseimbangan 
ekonomi daerah 
berbasis potensi 
ekonomi lokal 
dan keragaman 
sosial budaya 
masyarakat  

Indeks Gini     Indeks 0,405 0,375 

  

    Meningkatnya 
pertumbuhan 
ekonomi Non 
Migas 

Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi Non 
Migas 

Persen 2,38 
 
  

3,0 - 4,2 
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BAB IV 
RENCANA KERJA  

 
 

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang sudah ditetapkan 

di Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2022 mendapat 

pagu anggaran perubahan sebesar Rp 29,211,995,000 dan dijabarkan ke dalam 7 

Program dengan 13 kegiatan serta 27 sub kegiatan dengan rincian pada tabel 4.1 

berikut : 
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

2 17

2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan 

layanan penunjang urusan 

pemerintahan  daerah 

(DKUKMP)

Kota Bontang 100 %   19,470,462,958  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %    19,157,000,490 

2 17 01 2 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Persentase  pemenuhan 

penyampaian laporan 

kinerja OPD

Kota Bontang 100 %                500,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %             1,000,000 

2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan yang disusun

1 Dokumen                 500,000 

2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi

Kinerja SKPD

Kota Bontang 1 Laporan                 500,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1 Laporan                 500,000 

2 17 01 2 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase Laporan yang 

disusun sesuai ketentuan

Kota Bontang 100 %  11,059,358,958  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %     9,853,794,490 

2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah ASN Kota Bontang 58 Orang   11,057,858,958  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

58 Orang      9,852,294,490 

2 17 01 2.02 02 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun

Kota Bontang 1 Laporan                 500,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1 Laporan                 500,000 

2 17 01 2.02 03 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyusunan Akuntansi dan 

Pelaporan

Keuangan

Kota Bontang 12 Laporan                 500,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

12 Laporan                 500,000 

2 17 01 2.02 04 Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Kota Bontang 1 Laporan                 500,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1 Laporan                 500,000 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju 2023

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

2 17 01 2.1 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Tingkat pelayanan 

administrasi kepegawaian 

DKUKMP

Kota Bontang 100 %        350,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %         388,000,000 

2 17 01 2.05 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas 

Beserta Perlengkapannya

Kota Bontang 93 Stell         150,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

200 Stell         100,000,000 

2 17 01 2.05 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya (UPT 

Pasar)

Jumlah Pakaian Dinas 

Beserta Perlengkapannya

Kota Bontang 40 Stell         100,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

120 Stell         138,000,000 

2 17 01 2.05 02 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai yang 

Mengikuti 

Pendidikan/Pelatihan

Kota Bontang 10 Orang         100,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

15 Orang         150,000,000 

2 17 01 2.1 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Tingkat pelayanan 

administrasi perkantoran

Kota Bontang 100 %        842,440,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %     1,133,450,000 

2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Jenis Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Bontang 5 Jenis           15,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

5 Jenis            20,000,000 

2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis  Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Kota Bontang 25 Jenis           98,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

31 Jenis         248,000,000 

2 17 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor (UPT Pasar)

Jumlah Jenis  Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Kota Bontang 30 Jenis         300,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

30 Jenis         200,000,000 

2 17 01 2.06 04 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah 

Tangga

Kota Bontang 2 Jenis           20,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

2 Jenis            25,000,000 

2 17 01 2.06 05 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Penyediaan 

Bahan Logistik

Kota Bontang 17 Jenis           20,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

17 Jenis         130,000,000 

2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

(UPT Pasar)

Jumlah Jenis Penyediaan 

Bahan Logistik

15 Jenis            15,000,000 

2 17 01 2.06 07 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetak 

dan Penggadaan

Kota Bontang 2 Jenis           30,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

4 Jenis         100,000,000 

2 17 01 2.06 07 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan (UPT Pasar)

Jumlah Jenis Barang Cetak 

dan Penggadaan

Kota Bontang 3 Jenis         140,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

4 Jenis         175,000,000 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

2 17 01 2.06 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Eksemplar Kota Bontang 1440 Eksemplar           19,440,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1440 Eksemplar            20,450,000 

2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat - Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

Kota Bontang 30 Orang         200,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

30 Orang         200,000,000 

2 17 01 2.1 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah bulan penyediaan 

jasa penunjang urusan 

DKUKMP

Kota Bontang 12 Bulan     6,973,164,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

12 Bulan     7,215,756,000 

2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang 

tersedia

Kota Bontang 240 Buah           10,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

240 Buah              2,000,000 

2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Bulan Jasa 

Komunikasi Sumber Daya 

Air, Listrik, dan Internet

Kota Bontang 12 Bulan           52,800,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

12 Bulan            68,400,000 

2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik (UPT 

Pasar)

Jumlah Bulan Jasa 

Komunikasi Sumber Daya 

Air, Listrik, dan Internet

Kota Bontang 12 Bulan     1,758,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

153 Bulan      1,785,000,000 

2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Non ASN Kota Bontang 153 Orang     5,152,364,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

153 Orang      5,360,356,000 

2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah bulan 

pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

DKUKMP

Kota Bontang 12 Bulan        245,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

12 Bulan         565,000,000 

2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional

Kota Bontang 42 Unit         205,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

42 Unit      400,000,000 

2 17 02 3.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan Kerja 

yang diperbaiki

Kota Bontang 3 Jenis           25,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

3 Jenis        35,000,000 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya (UPT Pasar)

Jumlah Peralatan Kerja 

yang diperbaiki

3 Jenis 100,000,000 

2 17 03 4.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jenis Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Kota Bontang 4 Jenis           15,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1 Jenis        30,000,000 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

2 17

2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA 

SIMPAN PINJAM

Pertumbuhan KSP/USP 

yang mempunyai izin 

usaha simpan pinjam

19.74 %            16,513,478 

2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan 

Pinjam untuk Koperasi dengan 

Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Persentase surat 

rekomendasi izin usaha 

simpan pinjam koperasi 

yang dikeluarkan terhadap 

permohonan yang masuk

100 % 9,075,000            

2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha 

Simpan Pinjam  untuk Koperasi 

dengan Wilayah Keanggotaan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase surat 

rekomendasi izin usaha 

simpan pinjam koperasi 

yang dikeluarkan terhadap 

permohonan yang masuk

100 % 9,075,000            

2 17 02 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan 

Kantor Cabang, Cabang 

Pembantu dan Kantor Kas 

Koperasi Simpan Pinjam untuk 

Koperasi dengan Wilayah 

Keanggotaan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase surat 

rekomendasi Izin 

Pembukaan Kantor 

Cabang, Cabang 

Pembantu dan Kantor Kas 

Koperasi Simpan Pinjam 

untuk Koperasi dengan 

Wilayah Keanggotaan 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota  terhadap 

permohonan yang masuk

100 % 7,438,478            

2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha 

Pembukaan Kantor Cabang, 

Cabang Pembantu dan Kantor Kas 

Koperasi Simpan Pinjam untuk 

Koperasi dengan Wilayah 

Keanggotaan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase surat 

rekomendasi Izin 

Pembukaan Kantor 

Cabang, Cabang Pembantu 

dan Kantor Kas Koperasi 

Simpan Pinjam untuk 

Koperasi dengan Wilayah 

Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota  

terhadap permohonan yang 

masuk

100 % 7,438,478            

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase koprasi yang 

patuh terhadap regulasi  

perkoperasian

Kota Bontang 8.97 %           21,092,208  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

8.97 %            24,097,247 

2 17 03 2.01 Pemeriksaaan dan Pengawasan 

Koperasi, KSP/USP Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaannya 

Dalam Daerah Kabupaten /Kota

Tingkat pelaksanaan 

pemeriksaan dan 

pengawasan koperasi, 

koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam

Kota Bontang 100 % 21,092,208  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 % 24,097,247 

2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 

Kemandirian, Ketangguhan, serta 

Akuntabilitas Koperasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi Yang 

Dilakukan Perbaikan 

Kinerja

-                             10 Koperasi 17,050,000          

2 17 03 2.01 01 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi 

terhadap Peraturan Perundang- 

Undangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi yang bisa 

teridentifikasi 

permasalahan baik 

kelembagaan ataupun 

usahanyaa

Kota Bontang 20 Koperasi 21,092,208          Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

20 Koperasi 7,047,247            

2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 

KSP/USP KOPERASI

Percentase jumlah 

KSP/USP yang dinilai 

kesehatannya

Kota Bontang 7.5 % 10,000,000          Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

7.5 %            11,445,500 

2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam/Unit Simpan 

Pinjam Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah koperasi yang 

dilakukan penilaian

Kota Bontang 30 Koperasi 10,000,000          Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

30 Koperasi 11,445,500         

2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi yang 

dilakukan penilaian

Kota Bontang 30 Koperasi 10,000,000          Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

30 Koperasi 10,000,000          

2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP 

Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Persentase pemberian 

dokumen penghargaan 

terhadap sertifikat 

kesehatan KSP/USP

100 % 1,445,500            

2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase  kapasitas 

kelembagaan koperasi

19.23 %         163,441,960 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian bagi Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Persentasi Pengurus dan 

Pengawas Koperasi yang 

mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

19.23 % 163,441,960       

2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi

Jumlah peserta yang 

mengikuti pelatihan dan

sosialisasi peningkat 

pemahaman dan 

pengetahuan

perkoperasian serta 

kapasitas dan kompetensi 

SDM

koperasi

100 Orang 163,441,960        

2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN KOPERASI 

Persentase pemberdayaan 

dan perlindungan koperasi

7.5 % 22,000,000          

2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi yang Keanggotaannya 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase KSP_USP 

yang menyalurkan dana 

pinjaman

75 % 22,000,000         

2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan 

Produktivitas, Nilai Tambah, Akses 

Pasar, Akses Pembiayaan, 

Penguatan Kelembagaan, 

Penataan Manajemen, 

Standarisasi, dan Restrukturisasi 

Usaha Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Persentasi  Koperasi KSP - 

USP yang menyampaikan 

laporan penyaluran dana 

pinjaman 

75 % 22,000,000          

2 17 07 Peningkatan 

Pemberdayaan Usaha 

Menengah, Usaha Kecil 

dan Usaha Mikro (UMKM)

Kota Bontang 0.34 %  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

0.34 %

Pertumbuhan  pelaku 

usaha mikro yang bermitra 

dg pasar rental  modern

Kota Bontang 1.38 %  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1.38 %

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, 

DAN USAHA MIKRO (UMKM)

        350,000,000         495,000,000 
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang 

Dilakukan melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 

Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan

Persentase pelaku UKM 

(kuliner) yang mendapat 

fasilitasi Sertifikat Halal

Kota Bontang 75 %        350,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

80 %         495,000,000 

2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

Persentase pelaku UKM 

(kuliner) yang mendapat 

fasilitasi Sertifikat Halal

Kota Bontang 3.21 %         100,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

3.21 %         385,000,000 

2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan 

Usaha Mikro

Persentasi Pelaku usaha 

mikro yang difasilitasi 

kemitraan

1.03 %            38,500,000 

2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan 

Usaha Mikro

Persentasi Pelaku Usaha 

yang memiliki NIB ( Nomor 

Induk Berusaha) dan Ijin 

Usaha Mikro

85.65 %            27,500,000 

2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan 

Potensi dan Pengembangan Usaha 

Mikro

Persentasi fasilitasi 

pemberdayaan 

kelembagaan dan potensi 

pelaku usaha mikro

Kota Bontang 75 %         250,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

75 %            38,500,000 

2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi 

dengan Para Pemangku 

Kepentingan dalam Pemberdayaan 

Usaha Mikro

Jumlah Koordinasi dan 

Sinkronisasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

dalam Pemberdayaan 

Usaha Mikro

4 Kali              5,500,000 

2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pertumbuhan Jumlah 

Pelaku Usaha Mikro 

Kota Bontang 10 %  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

0.5 %

Pertumbuhan Pelaku 

Usaha Mikro yang 

mengikuti Pelatihan

Kota Bontang 2 %  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

2 %

2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro 

dengan Orientasi Peningkatan 

Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 

Prosentase capaian atas 

peningkatan asset dan 

omset pelaku usaha mikro

Kota Bontang 5 %     1,300,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

5 %         611,325,880 

2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi 

Usaha Kecil dalam Pengembangan 

Produksi dan Pengolahan, 

Pemasaran, SDM, serta Desain dan 

Teknologi

Persentase jumlah usaha 

mikro yang mengikuti 

pelatihan

Kota Bontang 5 %     1,300,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

5 %         611,325,880 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian

    1,300,000,000         611,325,880 
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 
 Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PERDAGANGAN

Kota Bontang  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase perusahaan 

yang  terdaftar

Kota Bontang 26.79 %  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

32.14 %

Persentase eksportir yang 

aktif menggunakan SKA

Kota Bontang  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %

3 30 02 2.01 Penerbitan izin pengelolaan pasar 

rakyat, pusat perbelanjaan dan 

izin usaha toko swalayan

Persentase rekomendasi 

perizinan yang diterbitkan

Kota Bontang 100 %        215,320,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %

3 30 02 2.01 01 Fasilitasi pemenuhan komitmen 

perolehan perizinan pasar rakyat, 

pusat perbelanjaan dan toko 

swalayan melalui sistem pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik

Jumlah regulasi yang 

diterbitkan dan pelaku 

usaha yang mengikuti 

sosialisasi

Kota Bontang 1 

regulas

i 50 

pelaku 

usaha

        215,320,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1 

regulasi 

50 

pelaku 

usaha

          130,000,000 

3 30 02 2.07 Peneritan Surat Keterangan Asal 

Bagi Daerah/Provinsi yang 

ditetapkan sebagai IPSKA

Persentase SKA yang 

diterbitkan dengan jumlah 

permohonan SKA yang 

masuk

                             -  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %             95,000,000 

3 30 02 2.07 01 Koordinasi dan Singkronisasi 

Layanan Peneritan SKA

Persentase SKA yang 

diterbitkan dengan jumlah 

permohonan SKA yang 

masuk

 Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

100 %             95,000,000 

3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase penataan 

sarana distribusi 

perdagangan 

Kota Bontang 100 % 100 %

Persentase pembinaan 

terhadap pengelola pasar

Kota Bontang % 17 %

3 30 03 2.01 Pembangunan dan pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan

Jumlah sarana distribusi 

perdagangan yang 

dibangun dan dikelola

Kota Bontang 3 Unit     7,276,162,334  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

3 Unit  104,500,000,000 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian

        215,320,000           225,000,000 

    7,688,157,334  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

  104,500,000,000 
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 
 Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 

3 30 03 2.01 01 Penyediaan sarana distribusi 

perdagangan

Jumlah sarana distribusi 

perdagangan yang 

dibangun

Kota Bontang 1 Unit     2,500,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1 Unit   100,000,000,000 

3 30 03 2.01 01 Penyediaan sarana distribusi 

perdagangan (UPT Pasar)

Jumlah sarana distribusi 

perdagangan yang 

dibangun

Kota Bontang 2 Unit         350,000,000  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana 

Distribusi

Perdagangan

Jumlah bulan pelaksanaan 

fasilitasi pengelolaan pasar

Kota Bontang 12 Bulan     4,426,162,334  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

1 Bulan        4,500,000,000 

3 30 03 2.02 Pembinaan terhadap pengelola 

sarana distribusi perdagangan 

masyarakat di wilayah kerjanya

Jumlah pengelola sarana 

distribusi perdagangan 

yang mengikuti pembinaan

Kota Bontang 36 Orang 411,995,000       Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

Orang

3 30 03 2.02 01 Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan (UPT 

Pasar)

Jumlah pengelola sarana 

distribusi perdagangan 

yang mengikuti pelatihan/ 

bimtek

Kota Bontang 36 Orang 411,995,000        Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

Orang

3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN 

EKSPOR

Persentase pertumbuhan 

nilai ekspor migas dan non 

migas

1 %           428,500,000 

3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi dan 

Misi Dagang Bagi Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat Pada 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Eksportir 

dan Eksportir yang 

Mendapatkan Akses 

Pasar Ekspor (orang)

2 Orang          428,500,000 

3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan 

Usaha Produk Ekspor Unggulan 

Kaupaten/Kota

Jumlah pelaku usaha 

Mengikuti Pelatihan di Pusat 

Pelatihan Ekspor Indonesia 

(PPEI)

6 Orang             95,000,000 

3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang 

difasilitasi Pengembangan 

Produk/ (orang)

9 Orang           180,000,000 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 
 Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 

3 30 05 2.01 04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor 

Ungulan

Jumlah calon eksportir dan 

eksportir yang difasilitasi 

dalam misi dagang

9 Orang             98,500,000 

3 30 05 2.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Aparat/Pelaku 

usaha yang mendapatkan 

fasilitasi 

pendampingan/pelatihan/ 

bimtek

6 Orang             55,000,000 

3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase  penerapan 

standardisasi dan 

perlindungan konsumen

Kota Bontang 41 %         156,962,500  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

51 %           267,300,000 

3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal 

Berupa Tera, Tera

Ulang, dan Pengawasan

Cakupan pengawasan alat 

UTTP

Kota Bontang 41 % 156,962,500       Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

51 % 267,300,000         

3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera

Ulang

Jumlah alat UTTP Yang 

Sudah Ditera

Kota Bontang 850 UTTP         156,962,500  Kas Umum 

Daerah Kota 

Bontang 

850 UTTP           257,300,000 

3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi 

Legal

Jumlah monitoring 

pelaksanaan pengawasan 

metrologi legal

12 Monitoring             10,000,000 

3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN 

PEMASARAN PRODUK DALAM 

NEGERI

Persentase produk dalam 

negeri yang difasilitasi 

dalam promosi dan 

pemasaran

100 %           910,000,000 

3 30 07 2.01 Pelaksanaan promosi, pemasaran 

dan peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri

Jumlah produk yang 

difasilitasi pemasaran 

produk

5 Produk          910,000,000 

3 30 07 2.01 01 Pelaksanaan promosi penggunaan 

produk dalam negeri di tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah pelaku usaha yang 

difasilitasi untuk promosi 

dan pemasaran produk

10 Orang 910,000,000         

3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA 

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING

Persentase ketersediaan 

informasi dan barang 

kebutuhan pokok/barang 

penting

100 %           485,000,000 

3 30 04 2.01 Menjamin ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang 

penting di tingkat daerah 

kabupaten/kota

Jumlah laporan 

ketersediaan bahan pokok 

dan barang penting 

12 Laporan             80,000,000 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 
 Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 

3 30 04 2.01 01 Pengendalian ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang 

penting di tingkat agen dan pasar 

rakyat

Jumlah monitoring 

ketersediaan bahan pokok 

dan barang penting 

48 Monitoring             80,000,000 

3 30 04 2.02 Pengendalian harga dan stok 

barang kebutuhan pokok dan 

barang penting di tingkat pasar 

kabupaten/kota

Jenis komoditi bahan 

pokok dan barang penting 

yang dipantau 

stabilitasnya

23 Jenis 405,000,000         

3 30 04 2.02 01 Pelaksanaan operasi pasar reguler 

dan pasar khusus yang berdampak 

dalam 1 (satu) kabupaten/kota

Jumlah operasi pasar 

khusus yang dilaksanakan

1 Kali 405,000,000         

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PERINDUSTRIAN

3 31 '02 PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase pertumbuhan  

Industri kecil menengah 

1 % 250,000,000         

3 31 02 2.01 Penyusunan, Penerapan dan 

Evaluasi Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten/Kota

Dokumen Penyusunan 

Rencana Pembangunan 

Industri

1 Dokumen 250,000,000         

3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota

Dokumen Penyusunan 

Rencana Pembangunan 

Industri

1 Dokumen           100,000,000 

3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 

Pengembangan, Penyebaran dan 

Perwilayahan Industri

Dokumen Penyusunan  

kawasan industri dan 

sentra industri

1 Dokumen             60,000,000 

3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sumber Daya Industri

Jumlah IKM yang difasilitasi 

dalam peningkatan SDM

60 IKM             30,000,000 

3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah IKM yang difasilitasi 

dalam penerapan 

Manajemen dan 

standarisasi produk

50 IKM             30,000,000 

3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran serta 

masyarakat

Jumlah IKM yang difasilitasi 

dalam pemberdayaan 

Industri

50 IKM             30,000,000 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023

Target Capaian Target Capaian
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Lokasi

 Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp) 

 Sumber Dana 
 Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 

3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 

USAHA INDUSTRI

Persentase IKM yang 

memiliki izin usaha

1 %           150,000,000 

3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri 

(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri 

(IPUI), Izin Usaha Kawasan 

Industri 9iuki0 dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah IKM yang memiliki 

izin Industri

1 %          150,000,000 

3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI 

kewenangan Kabupaten/Kota 

dalam sistem informasi industri 

nasional (SIINas) yang terintegrasi 

dengan sistem pelayanan perijinan 

Berusaha secara elektronik

Jumlah IKM yang difasilitasi 

untuk pengurusan izin 

industri

30 IKM 150,000,000

3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase IKM yang 

memanfaatkan SIINAS

0.28 %           100,000,000 

3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri 

untuk  informasi industri 

IUI,IPKI,IUKI dan IPKI Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Industri yang 

memanfaatkan SIINas

0.28 %          100,000,000 

3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, 

Pengolahan dan Analisis Data 

Industri, data kawasan industri 

serta data lain lingkup 

Kabupaten/Kota melalui Sistem 

Informasi Industri Nasional (SIINas)

Jumlah data IKM dan 

perusahaan yang masuk di 

SII Nas

12 Dokumen           100,000,000 

29,211,995,000 127,331,624,555 

Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan 

Penting

 Perkiraan Maju Tahun 2023
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Pedagangan tahun 2022 

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah 

bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, guna mendukung tercapainya 

target pembangunan daerah tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana kerja 

Pembangunan Daerah Tahun 2022. 

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu 

diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan koperasi dan usaha kecil 

menengah, perdagangan, dan industri yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, dan Perdagangan sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kota 

Bontang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak 

yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan 

Perdagangan. 

Semoga Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 

2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga 

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2022. 

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

penyusunan dokumen ini. 

 

 

 

 

 


